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ABSTRAK

Nama : Juliani Mukti Asih
Program Studi  : Magister Ilmu Hukum
Judul : Liberalisasi Commercial Presence Sesuai dengan Ketentuan

GATS dalam Industri Perbankan di Indomnesia

Tesis ini membahas mengenai penerapan komitmen Indonesia dalam melakukan
liberalisasi commercial presence perbankan dan prinsip akses pasar sesuai dengan
GATS dalam peraturan Bank Indonesia, keselarasan pengaturan commercial
presence perbankan dalam peraturan Bank Indonesia dengan komitmen Indonesia
dan prinsip akses pasar dalam GATS serta memberikan masukan untuk
penyempurnaan yang terkait dengan pengaturan commercial presence perbankam di
Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penclitian normatif yang bersifat
preskoptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian,
pengaturan commercial presence perbankan dalam peraturan Bank Indonesia lebih
liberal jika dibandingkan dengan komitmen Indonesia dalam GATS sehingga
pengaturan tersebut belum selaras dengan komitmen Indonesia dalam GATS.
Pengaturan commercial presence perbankan dalam peraturan Bank Indonesia telah
menerapkan prinsip akses pasar sesuai ketentuan GATS sehingga pengaturan telah
selaras dengan prinsip akses pasar dalam GATS. Hasil penelitian antara lain
menyarankan bahwa optimalisasi peran dan komiribusi bank asing terhadap
pengembangan perekonomian Indonesia perlu ditingkatkan.

Kata kunci:
Commercial presence, GATS, peraturan Bank Indonesia
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ABSTRACT

Name : Juliam Mukti Asih
Study Program  : Master of Legal Studies
Title : Liberalization of Commercial Presence in Accordance with

GATS Provisions in The Banking Industry in Indonesia

This thesis discusses the application of Indonesia’s commitment to the liberalization
of commercial presence in banking and the ponciple of market access in accordance
with the GATS in the regulations of Bank Indonesia, the alignment settings of
commercial banking presence in the regulations of Bank Indonesia with the
commitment of Indonesia and the principle of market access in GATS as well as
advise for improvements related to setting commercial banking presence in
Indonesia. This thesis uses the method that is prescriptive normative research using
qualitative approaches. Based on the research, setting commercial banking presence
in the regulations of Bank Indonesia is more liberal when compared with Indonesia's
commitment in the GATS so that the settings are not in line with Indonesia's
commitment in the GATS. Settings comnercial banking presence in the regulations
of Bank Indonesia has adopted the principle of matket aceess according to the
provisions of GATS so that the settings have been aligned with the principles of
market access in GATS. Among other results suggest that optimization of the role
and contribution of foreign banks to the economic development of Indonesia should
be improved.

Keywords:
Comimercial presence, GATS, the Bank Indonesia regulation
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Liberalisasi perdagangan dan kevangan merupakan pendorong globalisasi
ekonomi yang sedang melanda dunia saat ini. Kehadiran liberalisasi ini semakin
nyata dan berkembang dengan didirikannya the World Trade Organization secara
resmi pada tanggal 1 Januari 1995." The World Trade Organization merupakan
organisasi perdagangan internasional yang didirikan sebagai salah satu hasil
kesepakatan dari perundingan liberalisasi perdagangan kedelapan yang dikenal
dengan Putaran Uruguay (Uruguay Round).2 Sebagaimana ditegaskan dalam
persetujuan pembentukan the World Trade Organization (untuk selanjutnya disebut
“Persetujuan Pembentukan WTOQ”), pembentukan the World Trade Organization
(untuk selanjuinya disebut “WTQ”) bertyjuan mendorong arus perdagangan antar
negara melalui pengurangan tarif dan bambatan dalam perdagangan serta membatasi
perlakukan diskriminasi dalam hubungan perdagangan internasional >

Dalam rangka merespon globalisasi ekonomi, Indonesia telah meratifikasi
Persetujuan Pembentukan WTO melatui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 1994 tangpal 2 November 1994 tentang Persetsjuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia (dgreement Establishing the World Trade
Orgarization). Dengan demikian, Indonesia terikat untuk memenuhi seluruh
persetujuan-persefujuan perdagangan multilateral yang merupakan bagian dari
Persetujunan Pembentukan WTO tersebut.*

1 Apus P. Saptono, et al., Sekilas WTQ, (Dircktorat Jenderal Multilateral Ekonomi Kevangan
Departeraen Luar Negeri, 2003), hal. 1.

? Dian Ediana Rae, “Penganlar Singkat World Trade Organization” dalam Prosiding
Rangkaian Lokakaryva Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya,
diedit oleh Emmy Yuhassarie dan Tri Hamowo, (Jakarta: Pusat Penglajan Hukum, 2005), at. 47,

* Harum Setiawali dan Gavriyuni Amier, “Kerjasama Perdagangan Multilateral” dalam
Kerjasama Perdagangan Internasional-Peluang dan Tantangan bagi Indonesia, diedit oleh Sjamsul
Arifin, Dian Ediena Rae, dan Cherles P.R. Joseph, (Jakaria: PT Elex Media Komputindo, 2004), hal.
73.

* WTO (a), Persciujuan Pembentukan WTO, Article [ para. 2.
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Ratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO tersebut juga menandai dimulainya
[iberalisasi perdagangan di bidang jasa keuangan, disamping di bidang jasa lainnya
dan barang. Hal ini karena salah satu di antara Persetujuan-persetujuan Perdagangan
Multilateral, yang menjadi bagian dari Persetujuan Pembentukan WTO, yang harus
dipenuhi yakni General Agreement on Trade in Services sebagaimana tercantum
dalam Annex 1B Persetujuan Pembentukan WTO.

General Agreement on Trade in Services merupakan persetujuan multilateral
yang mengatur mengenai perdagangan lintas negara di sektor jasa dalam rangka
liberalisasi dan penetapan kerangka hukum serta prinsip-prinsip mengenai
perdagangan internastonal di sektor jasa. Dalam General Agreement on Trade in
Services antara lain diatur mengenai empat cara pemasokan jasa (modes of supply),
yaitu pemasokan lintas batas (cross border supply), konsumsi di lvar negeri
(consumption abroad), kehadiran komersial (commercial presence) dan kehadiran
manusia secara nyata (presence of natural persons).’ Implementasi ketentuan
General Agreement on Trade in Services diwujudkan dalam schedule of commitment
yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari General Agreement on Trade in
Services dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Di dalam schedule of
commitment terdapat daftar dan penjelasan mengenai sektor-sektor dan transaksi
yang dibuka oleh masing-masing negara anggota untuk negara anggota lainnya serta
pembatasan akses pasar (marke! acces) dan perlakuan nastonal (rafional freatment).
Sebagaimana tercantum dalam schedule of commitment, komitmen Indonesia dalam
liberalisasi bidang jasa terdiri dari lima sektor yaitu telekomunikasi, konstruksi
termasuk jasa bisnis, angkutan laut, pariwisata dan l(cuangan.6

Dalam Annex General Agreement on Trade in Services tentang Jasa
Keuangan, jasa keuangan didefinisikan sebagai semua jasa yang bersifat finansial
yang ditawarkan oleh pemasok jasa keuangan dari negara anggota WTO. Jasa

keuangan dalam hal ini mencakup seluruh asuransi dan jasa yang berkaitan dengan

> Saptono, et al., ap. cit., , hal. 26.

8 Adolf Wamrouw, “GATS, Prinsip Non Diskriminasi dan Hambatan dalam Sistem
Perdagangan Internasional® dalam Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah
Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, diedit oleh Emmy Yuhassarie dan Tri Hamowe, cet.
2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005}, hal. 84.

Liberalisasi commercial presence ..., Juliani Mukti Asih, [ idbre#4 Indonesia



asuransi, serta sefuruh jasa perbankan dan jasa keuangan lainnya selain asuransi.
Dengan demildan, secara garis besar kegiatan jasa keuangan dapat dikelompokkan
menjadi jasa asuransi serta jasa yang berkaitan dengannya, dan perbankan serta jasa
keuangan lainnya (tidak termasuk asuransi).

Perbankan di Indonesia mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan
penyalur dana imasyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan
taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan undang-undang yang berlaku,’ perbankan
adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,
kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Struktur perbankan di Indonesia terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat
{untuk selanjutnya disebut “BPR™). Perbedaan prinsip antara bank umum dan BPR
terletak pada kegiatan operasionalnya, dimana BPR tidak diperkenankan untuk
menciptakan uang giral serta mempunyai jangkauan dan kegiatan operasional yang
terbatas. Dari kegiatan usahanya, bank wmum dapat melaksanakan kegiatan bank
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (dual bank system). Namun,
kegiatan usaha BPR dibatasi, yakni hamya dapat melakukan kegitan usaha bank
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan dan pengawasan kegtatan
perbankan tersebut menjadi otoritas Bank Indonesia selaku Bank Sentral.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya mengatur dan mengawasi bank, Bank
Indonesia berwenang menetapkan kefentuan-ketentuan perbankan yang memuat
prinsip kehati-hatian.® Ketentuan perbankan dimaksud dituangkan dalam bentuk
Peraturan Bank Indonesia.’

Disamping itu, berkembangnya perdagangan bebas berdampak pada
globalisasi hukum. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Article XVI1 paragraph 4
Persetujuan Pembentukan WTO, setiap negara anggota diwajibkan untuk

" Indonesia (a), Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
Tentang Perbarkan, UU No. 10 Tahun 1998, LN Ne. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 1 angka 1.

¥ Indonesia (b), Undang-Undang Bank Indonesia, UU No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 tahun
1999, TLN No. 3843, Ps. 25 Ayat (1).

% Ibid., Ps.25 Ayat(2).
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memastikan kesesuaian hukum, peraturan dan prosedur administrasi nasionalnya
dengan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian-petrjanjian yang
menjadi lampiran Persetujuan Pembentukan WTO,

Pengaturan mengenai penyesuaian hukum nasional tersebut ditegaskan
kembali dalam GATS. Dalam ketentuan Article VI paragraph 1 GATS, yang
mengatur mengenai aturan-aturan domestik, dinyatakan bahwa negara anggota harus
menjamin bahwa pada sektor-sektor dimana komitmen liberalisasi telah dicantumkan
dalam komitmen spesifik, semua aturan/ketentuan yang berdampak pada
perdagangan jasa dan yang berlaku umum hendaknya dijalankan secara wajar,
obyektif dan tidak berpihak pada siapapun. Dengan demikian, sebagaimana bidang
lainnya, peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan liberalisasi
perdagangan jasa, termasuk di dalamnya peraturan-peraturan di bidang jasa
perbankan, sebagaimana diatur dalam GATS harus diselarasican.

Sebagai konsekuensi dari telah diratifikasinya Persetujuan Pembentukan
WTO dimana Gerneral Agreement on Trade in Services menjadi bagian di dalamnya,
maka Bank Indonesia harus menyelaraskan ketentuan di bidang perbankan yang
dibuatmya dengan ketenfuan yang berkait dengan liberalisasi perdagangan jasa
perbankan, Khususnya commercial presence, sebagaimana yang diatur dalam
Persetujuan Pembentukan WTO dan General Agreement on Trade in Services
tersebut.

Liberalisasi perbankan di Indonesia sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum
dilakukannya ratifikasi terhadap Persetujuan Pembentukan WTO tersebut, yaitu sejak
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok
Perbankan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang
Pokok-pokok Perbankan yang merupakan undang-undang perbankan yang berlaku
pada saat itu memperbolehkan bank asing untuk menjalankan usahanya di Indonesia
dengan batasan-batasan tertentu, antara lain dengan mendinkan kantor cabang atau
bank campura{:l.“J Dalam kerangka General Agreement on Trade in Services,

kehadiran atau keberadaan kantor cabang atau bank campuran asing di suatu wilayah

'® Indonesia (c), Undang-Undang Pokok-pokok Perbankan, UU No. 14 Tahun 1967, LN No.
34 Tahun 1967, TLN Ne. 2842, Ps. 19 dan Ps 20.
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negara anggota WTO dikenal dengan istilah commercial presense. Commerrcial
presence merupakan salah satu dari 4 cara pemasokan (modes of supplies) jasa
sebagaimana diatur dalam Arficle | paragraph 2 General Agreement on Trade in
Services.

Disisi lain, sistem keuangan yang berfungsi dengan baik akan mempercepat
tegadinya pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui penempatan dana pada
investasi yang lebih produktif dibandingkan sistem keuangan yang kurang
berkembang sehingga reformasi sektor keuangan yang memperbaiki performance
sistem keuangan dan meningkatkan perfumbuhan ekonomi menjadi mendesak. Hal
ini terungkap dalam sejumlah studi sebagai berikut:

A growing number studies provide empirical evidence that well-functioning
financial systems accelerate long-run economic growth by allocating funds to
more produciive investment than poorly developed financial systems. This
convincing evidence has intensified calls for financial sector reforms that
improve financial system performance and thereby promote economic
development."

Namun demikian, keberadaan bank asing, yang cenderung mencari keuntungan
dengan fee based income dibandingkan dengan penyaluran kredit, terutama dalam
bentuk investasi, kurang berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.'?

Oleh karepa itu, dalam tesis wni dibahas mengenai liberalisasi commercial
presence sesuai dengan ketentuan Gerneral Agreement on Trade in Services dalam
industn perbankan di Indonesia. Namun demikian, Pembahasan dalam tesis ini
difokuskan pada peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk
Peraturan Bank Indonesia dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang
mengatur mengenai bank umum yang menjalankan kegiatan usaha secara

konvensional. Disamping itu, ketentvan bank umum yang dibahas yakni ketentuan

1! James R. Barth, Gerard Caprio Jr., dan Ross Levine, “Banking Systems around the Globe:
Do Regulation and Owmership Affect Performance and Stability?” dalam Prudential Supervision:
What Works and What Doesn’t, edited by Frederic S. Mishkin, (The United States of America: The
National Bureau of Economic Research, 2001), p. 31.

12 Zainal Abidin, “Evaluasi Kinerja Bank Asing dan Dampaknya terhadap Perbankan
Nasional”, Perbanas Quarteriy Review 1 (Juni 2008): 139.
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yang terkait dengan liberalisasi perbankan pada mode of supply yang ketiga, yaitu

commercial presence.

1.2. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan tersebut di atas, terdapat

beberapa permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu:

1.2.1. Bagaimanakah penerapan komitmen liberalisasi commercial presence
perbankan Indonesia dan prinsip akses pasar (market access) sesuai dengan
GATS dalam peraturan Bank Indonesia?

1.2.2. Apakah peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai commercial
presence perbankan telah selaras dengan komitmen Indonesia dan prinsip
akses pasar (market access) dalam GATS?

1.2.3. Penyempurnaan apa yang perlu dilakukan terkait dengan pengaturan

commercial presence perbankan di Indonesia?

1.3. Tujuan
Tujuan dilakukannya penulisan tesis ini yaitu:

1.3.1. Mengetahui dan memahami penerapan komitmen Indonesia dalam
melakukan liberalisasi commercial presence perbankan dan prinsip akses
pasar (market access) sesuai GATS dalam peraturan Bank Indonesia.

1.3.2. Mengetahui keselarasan peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
commercial presence perbankan dengan komitmen Indonesia dan prinsip
akses pasar (market access) sesuai GATS.

1.3.3. Memberikan masukan untuk penyempuwmaan yang terkait dengan pengaturan

liberalisasi commercial presence perbankan di Indonesia.

1.4. Kerangka Teoritis dan Konsepsi
14.1. Kerangka Teoritis
Dalam penyusunan tesis imi digunakan satu landasan teori, yakni Teon

Distributive Justice sebagaimana dikemukakan oleh Frapk J. Garcia.
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Dalam keratigka perdagatigan internasional, Frank J. Garcia mengembangkan
yakni Teori Distributive Justice yang merupakan pemaparan mengenai keadilan

£

dalam perdagangan internasional. Menurut teori ini, “... imternational economic
relations and international trade law come within the scope of justice.”" Hulum
perdagangan internasional tidak hadir di luar lingkup “Justice.”** Distributive justice
merupakan keadilan dari pembagian keuntungan-keuntungan dan beban-beban
sosial.'> Sehubungan dengan ini, Frank J. Garcia mengatakan bahwa hukum
perdagangan internasional harus dirumuskan unfuk melindungi kesetaraan moral
seluruh individu yang terpengaruh oleh adanya perdagangan internasional.’® Frank J.
Garcia juga mengemukakan bahwa globalisasi berdampak pada tegjadinya perubahan
hukum sebagaimana datam essaynya yang berjudul “Globalization and The Theory
of International Law” sebagat berikut:

Because of these changes, globalization requires that we re-cast
international law into a global public law, and expand the domain of justice
from the domestic into the global, as the fundamerial normative criterion for
international law. Through a profound reexamination of core international
legal docirines and institutions such boundaries, sovereignity, legitimacy,
citizenship, and the territorial conirol of resources, the international law of
society I(;f states can be re-fashioned into the global public law of global
society.

Praktek perdagangan internasional di amtara anggota-anggota WTO yang
berlangsung saat ini harus dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Persetujuan Pembentukan WTOQO yang pada dasarnya mengatur pelaksanaan

¥ ¥rank J. Garcia (a), Trade, Ineguality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade,
(New York: Transnational Publishers, Inc., 2003), p. 50.

4 Agus Brotosusilo (a), “Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang
Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti
Dumping dan SafeGuard,” (Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 2006), hal. 7 dalam
Agus Brotosusilo (b), “Teort Hukum: Hukum Perdagangan Internasional,” (Materi Kuliah Program
Magister Hukum Universitas Indonesia, 2009).

13 Garcia, op. cit., p. 6.
' Brotosusilo (a), op. cir., hal. 9 dalam Brotosusilo (b), loc. cit.

' Frank j. Garcia (b), “Globalization and the Theory of International Law,” Paper 93 (Boston
College Law School, 2005}, p. 1.

Liberalisasi commercial presence ..., Juliani Mukti AsW¥nivensitas lndonesia



~ perdagangan bebas dan liberalisasi. Dalam pelaksanaan ketentuan Persetujuan
Pembentukan WTO, Teori Distributive Justice yang dikemukakan oleh Frank 7J.
Garcia tersebut relevan untuk diterapkan dalam rangka penyelarasan hukum nasional
negara-negara anggota WTO dengan ketentuan Persetujuan Pembentukan WTO. Hal
ini karena “kewajiban-kewajiban moral liberal harus diterapkan sama, baik terhadap
peraturan-peraturan yang mengatur hubungan-hubungan domestik maupun terhadap
hukum perdagangan internasional, yang mengatur transaksi-transaksi dengan para
mitra dagang asing.”'® Disamping itu, teori tersebut digunakan sei:agai dasar dalam
pelaksanaan perdagangan internasional yang harus dilakukan secara adil (fair trade).
Sehubungan dengan hal ini, Frank J. Garcia mengemukakan bahwa ketika lembaga-
lembaga sosial liberal mengatur hubungan perdagangan internasional, lembaga-
lembaga tersebut bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan ke
dalam setiap lembaga sosial yang berlaku secara domestik sebagaimana penyataan
bahwa “... when liberal social institutions regulate international (rade relations, they
are accountable to the same principles of justice applicable in liberal theory to any

social institution acting domestically ="

1.4.2. Kerangka Konsepsi

Pengertian dari beberapa istilah yang digunakan dalam penyusunan tesis mi
sebagai berikut.

Persetujuan Pembentukan WTO adalah Adgreement Establishing WTO yang
ditandatangani di Marrakesh pada tanggal 14 April 1994.

General Agreement on Trade in Services (untuk selanjutnya disebut “GATS”)
adalah persetujuan umum tentang perdagangan jasa yang merupakan kescpakatan
hasil Putaran Uruguay yang mengatur berbagai tindakan di bidang jasa dan
merupakan Annex 1B Persetujuan Pembentukan WTO.

Commercial presence means any ftype of business or professional

establishment, including through (i) the constitution, acquisition or maintenance of a

18 Brotosusilo, loce. cii., dalam Brotosusilo, {oc. cit.

®Garcia (a), op. cit., p. 67.
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Judicial person, or (ii) the creation or maintenance of a branch or a representative
office, within the territory of a Member for the purpose of supplying a service *®

Liberalisasi adalah proses pengurangan atau penghapusan tarif dan berbagai
macam bentfuk dan jenis hambatan yang merintangi arus perdagangan internasional,
secara unilateral maupun multilateral >

Bank Sentral Republik Indopesia adalah bank sentral yang dimiliki oleh
negara Republik Indonesia yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab,
dan indepensinya di atur dengan undang-undang.*

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.”

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya.?*

Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha
secara konvensional.”

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2

Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri adalah bank yang didirikan
berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri sehingga bank tersebut
tunduk pada hukum di tempat bank tersebut didirikan.”’

2 WTO (b), GATS, Article XX VIII (d).

! Elly Erawaty dan J.S. Badudu, Kamus Hukum Ekonomi, (Komponen Pengembangan
Hukum Ekonomi Proyek ELIPS), hal. 80.

# Indonesia (d), Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Ps. 23D.
B Op. cit., Ps. 4 ayat (1).
* Indonesia (a), op. cit.

» Bank Indonesia (a), Peraiuran Bank Indonesia Tentang Bank Umum, PBI WNo.
11/1/PB1/2009, LN No. 27 Tahun 2009, TLN No. 4976, Ps. 1 angka 1.

% Indonesia (a), op. cir, Ps. 1 angka 3.
27 Ibid., penjelasan Ps. 20 ayat (1).
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Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dar bank vyang
berkedudukan di luar negeri yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung
jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta
tempat kedudukan di Indonesia.”®

Kantor Cabang Pembantu Bank Asing adalah kantor bank yang secara
langsung bertanggung jawab kepada kantor cabang bank asing yang berkedudukan di
Indonesia, dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.?

Peraturan negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh
instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu *°

Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1999 tentang Bank Indonesia, termasuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

1.5. Mectodologi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalaban sebagaimana diursikan di atas,
maka metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian normatif. Penelitian hukum normatf adalah penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka *' Penelitian
hukum normatif yang akan diiakukan dalam penyusun tesis ini mencakup penelitian
terhadap asas-asas hukum positif tertulis, serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi
peraturan perundang-undangan secara vertikal. Dengan demikian tipologi penelitian

% Bank Indonesia (b), Peraruran Bank Indonesia Tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing
dan Program Alth Pengetahuan di Sektor Perbankan, PBI No. 9/8/PB1/2007, LN No. 76 Tahun 2007,
TLN No. 4732, Ps | angka 2.

» Pank Indonesia (c), Peraturan Tentang Laporan Bulanan Bank Umum, PBI No.
10/40/PBI/2008, LN No. 205 tahun 2008, TLN No. 4950, Ps 1 angka 5.

3 Y. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H.M.H., Pengantar limu Perundang-Undangan Indonesia
(Bandung: Mandar Maju), hal. 16.

3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
{Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 13-14.
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yang akan dilakukan adalah preskriptif. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian

yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan.3?

Penelitian normatif tersebut akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan
guna memperoleh data sekunder, yang terdiri dari baik bahan-bahan hukum primer
dan sekunder maupun bahan hukum tersier. Dalam penelitian kepustakaan ini akan
dilakukan studi dokumen. Disamping itu, untuk menambah informasi atas penelitian
yang dilakukan, akan diadakan wawancara dengan narasumber.

Data sekunder yang terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan tersebut akan
dianalisis dan dipresentasikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang
dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah “Pendekatan kualitatif merupakan tata
cara penelitian yang menghasilkan data deskniptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh
sasaran penelitian yang bersangkutan secara fertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

Adapun data sekunder vang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai
berikut:

1.5.1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat>* Bahan hukum
primer yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum
yang berkaitan dengan GATS dalam WTO dan peraturan di bidang
perbankan yang berlaku dalam hukum nasional Indonesia.

1.5.2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer,* yaitu buku-buku yang berkaitan dengan topik yang dibahas
dalam tesis ini.

1.5.3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang membenkan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,*® yang berasal dari
media cetak dan elektronik.

32 Sri Mamudji ef al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet ke-1, (Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

 Soekanto dan Sri Mamudji, op. cif. hal. 67.
* Ibid., hal. 13.
» Ibid.
* Ibid.
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1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari beberapa bab. Bab I
merupakan pendahuluan yang menguratkan mengenat latar belakang serta
pertimbangan perlunya pembahasan mengenai liberalisasi commercial presence
perbankan dari aspek sesuai dengan ketentuan GATS dalam industri perbankan di
Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat beberapa permasalahan yang
akan dibahas sebagaimana telah dirumuskan dalam subbab permasalahan.
Pembahasan permasalahan tersebut berpedoman pada kerangka teoritis dan konsepsi
tertentu dan metodologi penelitian yang digunakan ialah metode penelitian normatif
dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis data sekunder
yang dikumpulkan. Disamping itu, injuan penulisan tesis dijelaskan dalam bab ini.
Dalam bab ini juga diuraikan mengenai sistematika penulisan.

Bab II menguraikan keberadaan bank asing di Indomesia yang berkaitan
dengan pengaturan dan perkembangan jumlah bank asing.

Bab III menguraikan mengenai liberalisasi perbankan baik secara multilateral
maupun unilateral. Terkait liberalisast perbankan secara multilateral, dalam bab ini
dibahas pengaturan liberahisasi sesuai dengan ketentuan Persetujuan Pembentukan
WTO dan GATS. Termasuk di dalamnya ialah wraian mengenai latar belakang
pembentukan dan prinsip-prinsip WTO, prinsip-prinsip GATS, serta schedule of
commitment dan tingkat komitmen dalam schedule of commitment. Selain itu,
liberalisasi commercial presence perbankan secara unilateral, yakni sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, termasuk di dalamnya peraturan Bank Indonesia, juga
diuratkan dalamn bab ini.

Dalam Bab IV dibahas mengenai dasar pertimbangan pengaturan liberalisasi
perbankan dan komitmen Indonesia dalam GATS yang terkait dengan liberalisasi
subsektor perbankan. Disamping itu, bab ini membahas mengenai penerapan
komitment Indonesia mengenai liberalisasi commercial presence perbankan dan
prinsip akses pasar (market access) sesuai dengan GATS dalam peraturan Bank
Indonesia yang berlaku saat ini. Selanjutnya, dalam bab ini dibahas juga mengenai

perkembangan jumlah bank asing di Indonesia.
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Bab V berisi simpulan yang menjadi jawaban atas pokok-pokok
permasalahan  sebagaimana diuraikan dalam subbab permasalahan dan saran

penyempurnaan yang ferkait dengan pengaturan liberalisasi commercial presence
perbankan di Indonesia.
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BARB 2
KEHADIRAN BANK ASING DI INDONESIA

2.1 Pengaturan mengenai Kehadiran Bank Asing di Indonesia

Secara umum, terdapat empat bentuk badan usaha bank yang beroperasi @i
luar negeri, yaitu sebagai kantor perwakilan (representative office), agen (agencies),
kantor cabang (branches) dan anak peruszhaan (subsidiaries).! Bank-bank yang
dimiliki oleh pihak asing yang beroperasi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi
tiga kategori, yakni bank yang beroperasi sebagai kantor cabang (bank asing), anak
perusahaan (subsidiary) melalui pembentukan usaha patungan (joint venture) atau
merger dan akuisisi dengan bank lokal serta sebagai kantor perwakilan
(representative office).”

Kehadiran bank asing di Indonesia diawali dengan adanya instruksi
pemberian izin usaha kepada beberapa bank asing untuk berusaha di Indonesia dan
Menteri Keuangan Indonesia kepada Presidium Kabinet Ampera pada tanggal 27
Mei 1967.° Selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing, pemberian izin usaha tersebut dilakukan guna mendorong
masuknya modal asing. Berdasarkan instruksi tersebuf, kehadiran bank asing di
Indonesia dapat dilakukan dengan membuka kantor cabang dari bank asing yang
telah ada di luar negeri atau dengan mendirikan bank campuran dengan bank
nasional di Indonesia. Pembatasan lainnya yakni jumiah bank asing dibatas:
berdasarkan asas resiprositas. Disamping itu, peranan negara asal bank asing sebagai
sumber penanaman modal asing atau sumber bantuan ekonomi juga dibatasi.
Kedudukan dan wilayah operasional bank asing hanya diperbolehkan di Jakarta.
Sebagai hasilnya, sebamyak sebelas kantor cabang asing, termasuk satu bank

! Hazel J. Johnson, Global Positioning for Financial Services, (Londong: World Scientific
Publishing Co. Pte. Ltd, 2000), p. 6-7.

2 Muliaman D. Hadad, ef al., “Fungsi Intermediasi Bank Asing dalam Mendorong Pemulihan
Sektor Riil di Indonesia,” http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/14 [4FFFE-4506-9513-BAFGD 12B764A
[7819/ Banking.pdf, diunduh 31 Maret 2010.

i Soedradjad Djiwandono, er al. (a), Sejarah Bank lndonesia Periode I (1966-1983):
Bank Indonesia pada Masa Stabilisasi, Rehabilitasi, dan Pembangunan Ekonomi, diedit oleh 1.D,
Parera, (Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2006), hal. 283.
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campuran, telah diberikan izin prinsip untuk persiapan pendirian selama Tahun
1967.*

Namun demikian, pendirian bank asing di Indonesia baru terealisasi pada
tanggal 20 Februari 1968, yakni setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 1968 tentang Bank Asing.’ Dalam Statement of Policy Pemerintah tentang
Bank Asing pada tanggal 20 Februarai 1968 dinyatakan bahwa pemberian
kesempatan berusaha di Indonesia kepada bank asing bertujuan agar bank-bank asing
berpartisipasi dalam melancarkan investasi asing, melancarkan impor ekspor, serta
mengembangkan industri dan produksi dalam negeri dalam rangka pembangunan
ekonomi serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas bagi
potensi-potensi masional.® Nammn demikian, sehubungan dengan pemberian
kesempatan usaha bagi bank asing tersebut, dilakukan beberapa pembatasan.
Pembatasan-pembatasan tersebut yakni aspek-aspek resiprositas, peranan negara asal
bank asing dalam bantvan-bantuan dan perkreditan serta kegiatan investasi untuk
Indonesia ikut menjadi pertimbangan dalam perizinap, disamping adanya
pembatasan jumlah bank yang diizinkan dan lokalisasi kegiatan usaha bank ’ Selain
itu, kegiatan usaha bank asing diarahkan pada wsaha-usaha besar, sedang dan
menengah, sedangkan untuk usaha-usaha kecil dan perorangan, khususnya sektor
agratia, kerajinan rakyat dan scktor yang dapat dicakup oleh perbankan nasional,
peranan bank asing dibatasi hanya sebagai pelengkap atau tambahan.®

Dengan dibukanya kesempatan bagi bank asing untuk berusaha di Indonesia,
pada Tahun 1968-1969 terdapat sepuluh bank asing yang mulai beroperasi di
Indonesia walaupun kegiatan usahanya dibatasi.’

? Ibid.
5 Ibid., hal. 647.
€ Ibid., hal. 538.
7 Ibid., hal. 539.
¥ Ibid.

? Shelagh Heffernan, Modern Banking in Theory and Practice, (England: John Wiley & Sons
Ltd., 1998, p. 111
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Dalam perkembangannya, Pemerintah Indonesia mulai menerapkan
deregulasi dan debirokrasi secara bertahap di sektor keuangan dan perbankan sejak
Juni 1983.'% Sejalan dengan hal tersebut, sejak Juni 1983, pelaksanaan kebijakan
deregulasi di bidang moneter dan perbankan dimulai oleh Bank Indonesia.!' Selama
periode Tahun 1983 sampai dengan Tahun 1997, kebijakan-kebijakan Bank
Indonesia dikelnarkan dalam bentuk paket-paket, yaitu Paket Kebijakan 1 Juni 1983,
Paket Kebijakan 28 Oktober 1988, Paket Kebijakan 25 Maret 1989, Paket Kebijakan
1 Desember 1989, Paket Kebijakan 29 Januari 1990, Paket Kebijakan 28 Februar
1991, Paket Kebijakan 29 Mei 1993."” Di antara tujuh paket kebijakan di sektor
moneter dan perbankan tersebut, beberapa paket kebijakan yang berkaitan dengan
pengaturan keberadaan bank asing antara lain yakni Paket Kebijakan 28 Oktober
1988, Paket Kebijakan 25 Maret 1989, Paket Kebijakan 1 Desember 1989 dan Paket
Kebijakan 29 Januar 1990.

Penjelasan mengenai pengaturan keberadaan bank asing di Indonesia
dilakukan dengan mengacu pada beberapa ketentuan terkait, antara lain yakmi
undang-undang perbankan, peraturan Pemerintah dan beberapa paket kebijakan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah sejak lahimya undang-undang perbankan di Indonesia
sampai sebelum ditandatanganinya Persetyjuan Pembentukan WTO oleh Indonesia.
Ketentuan-ketentuan tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang
Pokok-pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing, Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Asing.

Pengaturan mengenai keberadaan bank asing dalam Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemenintah Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank
Asing, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Asing serta
beberapa paket kebijakan terkait yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sampai

19 3. Soedradjad Djiwandono, et al. (b), Sejarah Bank Indonesia Periode IV (1983-1997):
Bank Indonesia pada Masa Pembangunan Ekonomi dengan Pola Deregulasi, diedit oleh J.D. Parera,
(Jakarta: Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2006), hal. 2.

" Ibid.
2 Ibid., hal. 38.
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sebelum ditandatanganinya Persetujuan Pembentukan WTQO vyakni sebagaimana
penjelasan berikut ini.

2.1.1 Undang-Undang Perbankan
2.1.1.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbarkan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan
(untuk selanjuinya disebut “UU No. 14 Tabun 1967”) mengatur ketentuan-ketentuan
pokok mengenai bank asing, yakni jenis dan bentuk bank asing yang diperbolehkan
menjalankan usaha di Indonesia.

UU No. 14 Tahun 1967 mengatur bahwa bidang usaha yang dapat dilakukan
oleh bank asing di Indomesia ialah bidang bank pembangunan atan bank umum.'
Dalam hal ini bank pembangunan adalah bank yang pengumpulan dananya terutama
menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan kertas berharga
jangka menengah dan panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit
jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan, sedangkan bank umum
pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito
dan dalam usahamya terutama memberikan kredit jangka pendek." Dengan demikian,
bank koperasi, bank tabungan, bank pasar dan segala macam perbankan yang lain
tertutup untuk usaha bank asing.'’ Disamping itu, dalam menjalankan usahanya
tersebut, bank asing harus mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk
pembangunan negara dan kepentingan nasional. N

Pendirian bank asing di Indonesia hanya dapat dilakukan dalam bentuk
cabang dari bank yang sudah ada di luar negeri dan bank campuran antara bank asing
dan bank nasional yang berbadan hukum Indonesia dan berbentuk perseroan terbatas
(untuk selanjutnya disebut “PT™)."” Lembaga-lembaga keuangan lainnya berdasarkan

3 Indonesia (a), Undang-Undang Pokok-Pokok Perbankan, UU No. 14 tahun 1967, LN No.
34 Tahun 1967, TLN No. 2842, Ps. 19 (1).

" Indonesia (@), op. cit., Ps. 3 ayat (1) huruf ¢ dan b.
" [bid., penjelasan Ps. 19 (1).

' bid.

" Ibid, Ps. 20.
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pertimbangan Menteri Keuangan setelah mendenlgan pendapat Bank Indonesia,
termasuk sebagai bank dalam hal ini.'"® Jzin pendirian bank asing diberikan oleh
Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan dari Bank Indonesia.'

Disamping itu, bank-bagk swasta pada tanggal 13 September 1972 dianjurkan
oleh Bank Indonesia untuk bekerjasama di bidang keuangan dan manajemen dengan
bank asing dengan mengutamakan kerja sama di bidang manajemen.”® Bank swasta
harus mengatur agar pihak asing hanya bertindak sebagai comanager, sedangkan
manajemen Indonesia tetap menajdi penanggung jawab baik ke dalam maupun ke
luar bank.>*

Selanjutnya, sesuai ketentuan Bank Imdonesia mengenai kerjasama antara
bank asing dengan bank-bank lainnya di bidang pemberian jasa-jasa di luar Jakarta
pada tanggal 20 Februan 1974, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Aprnl 1974,
pemberian jasa-jasa dan bantuan keuangan untuk usaha-usaha yang berkedudukan di
luar Jakarta berupa pemberian pinjaman, jaminan atau jenis-jenis bantuan keuangan
lain, termasuk jasa-jasa dalam perdagangan internasional, tidak diperbolehkan
dilakukan oleh bank asing.”? Bank asing hanya diperbolehkan memberikan pinjaman
kepada usaha-usaha yang terdapat di luar Jakarta dalam bentuk pembiayaan bersama
dengan bank-bank nasional, bank milik Pemerintah, pemerintah daerah dan swasta
nasional ™ Dalam pembiayaan bersama tersebut, besarnya porsi pembiayaan oleh
bank Pemerintah tersebut yakni paling kurang sebesar 50% dari maksimum jumiah
maksimum pinjaman yang diberikan, sedangkan bank Pemerintah daerah atau bank
swasta paling kurang sebesar 25% dari maksimum jumlah pinjaman yang

diberikan.**

8 Ibid., penjelasan Ps. 20 huruf b.
Y 1bid, Ps. 19 (1).
* Dijiwandono, et al. (a), op. cit., hal. 318,

2 Bank Indonesia (a), Laporan Tahun Pembukuan 1970/1971, (Jakarta), hal. 26 dalam
Djiwandono, ef al. (a), op. cit., hal. 318.

2 Ibid.
B Ibid., hal. 318-319.
2 Ibid., hal. 319.
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2.1.1.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk
selanjutnya disebut “UU No. 7 Tahun 1992”) tidak dikenal istilah bank asing, namun
digunakan istilah bank yang berkedudukan di luar negeri. Bank yang berkedudukan
di luar negeri dalam hal ini adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan
berkantor pusat di luar negeri sechingga tunduk pada hukum dimana bank tersebut
didirikan.® Pengaturan mengenai keberadaan bank asing di Indonesia dalam UU No.
7 Tahun 1992 yakni sebagaimana berikut ini.

UU No. 7 Tahun 1992 mengatur bahwa bank yang berkedudukan di luar
negeri dapat mendirikan bank uwmum bersama-sama dengan bank umum yang
didirikan oleh warga negara Indonesia (untuk selanjutnya disebut “WNI”) atau badan
hukum Indonesia dimiliki oleh WNI atau badang hukum Indonesia *® Badan hukum
Indonesia dalam hal ini antara lain yaitu badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, koperasi dan badan usaha milik swasta.”’

Selain itu, pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor
perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan
izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia*® Bentuk
hukum kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri
tersebut mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya * Di sisi lain, pembukaan kantor
di bawakh kantor cabang pembantu bank yang berkedudukan di Iuar negeri tidak perlu
izin dan pimpinan Bank Indonesia terlebih dahutu, namun cukup dilaporkan kepada
Bank Indonesia®® UU No. 7 Tahun 1992 tidak mengatur mengenai persyaratan dan
tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor di bawah kantor
cabang pembantu dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di lvar negeri. Hal

 Indonesia (b), Undang-Undang Perbankan, UU Ne. 7 rahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992,
TLN No. 3472, penjelasan Ps. 20 ayat (1).

% Ibid., Ps. 22 huruf a jo. Ps. 22 huruf b.
* Ibid., penjelasan Ps. 22 huruf a.

8 Ibid., Ps. 20 ayat (1) jo. Ps. 1 angka 19.
7 Ibid., Ps. 21 ayat (3).

* Ibid., Ps. 20 ayat (2).
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ini karena persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor tersebut diatur dengan
peraturan Pemerintah.’’

Disamping itu, UU No. 7 Tahun 1992 mengatur bahwa warga negara asing
(untuk selanjutnya disebut “WNA”) atau badan hukum asing dapat membeli saham
bank umum yang dijual melalui bursa efek sepanjang tidak menjadi pemegang saham
mayoritas.? Pengertian mayoritas dalam hal ini adalah paling kurang sebesar 51%
dari jumlah seluruh saham yang dijual melalui bursa efek.*’ Dengan demikian,
pembelian saham bank umum oleh WNA atau badan hukum asing yang
diperbolebkan berdasarkan UU No. 7 Tahun 72 yakni maksimum sebesar 49% dari
jumlah seluruh szham yang dijeal oleh bank umum tersebut melalui bursa efek.
Pelaksanaan pembelian saham bank umum oleh WNA atau badan hukum asing
diatur dengan Peraturan Pemerintah>*

2.1.2 Peraturan Pemerintah
2.1.1.1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing

Peraturan Pemernntah Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing (untuk
selanjutnya disebut “PP No. 3 Tahun 1968”) merupakan ketentuan pelaksanaan dari
UU No. 14 Tahun 1967. PP No. 3 Tahun 1968 antara lain mengatur mengenai hal-hal
yang terkait dengan pendirian bank asing, modal, bidang usaha, tenaga kerja serta
perpajakan dan hak transfer.

Sesuai dengan PP No. 3 Talmn 1968, izin usaba bank asing diberikan oleh
Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Bank Sentral, saat ini yakni Bank
Indonesia.® Sifat internasional bank asing yang mengajukan permohonan izin usaha,
peranan negara asal bank asing sebagai sumber penanaman modal asing atau sumber

bantuan ekonomi, asas-asas resiprositas, kewaspadaan nasional dan pertumbuhan

3 Ibid., Ps. 20 ayat (3).

32 Ibid., Ps. 26 ayat (2) jo. ayat (3).
* fbid., penjelasan Ps. 26.

3 Ibid , Ps. 26 ayat (5).

* Indonesia (c), Peraturan Pemerintah Tentang Bank Asing, PP No, 3 Tahun 1968, Ps. 2
ayat (1).
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bank-bank nasional menjadi perhatian dalam penilaian permohonan izin usaha oleh
Menteri Keuangan.>®

Selain itu, PP No. 3 Tahun 1968 mengatur bahwa bank asing yang berusaha
di bidang bank umum hanya dapat didirikan dalam bentuk cabang dari bank yang
sudah ada di Inar negeri atau merupakan bank campuran antara bank asing dan bank
nasional di Indonesia yang berbadan hukum Indonesia dan berbentuk perseroan
terbatas.’’ Di sisi lain, bank asing yang berusaha di bidang bank pembangunan hanya
dapat didirikan dalam bentuk bank campuran antara bank asing dan bank nasional di
Indonesia yang berbadan hukum Indonesia dan berbentuk PT.*

PP No. 3 Tahun 1968 tidak mengatur mengenai tata cara pengajuan
permohonan izin usaha maupun wilayah operasional bank asing di Indonesia. Tata
cara pengajuan permohonan izin usaha bank asing tersebut diatur oleh Menteri
Keuangan, sedangkan penentuan wilayah operasional bank asing ditetapkan oleh
Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Sentral, yang saat ini
disebut Bank Indonesia.*®
2.1.1.2 Peraturan Pemerintah Nomeor 70 Tahun 1992 tentang Bank Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Asing (untuk
selanjutnya disebut “PP No. 70 Tahun 1992) merupakan ketentuan pelaksanaan dari
UU No. 7 Tahun 1992. Sebagaimana UtJ No. 7 Tahun 1992, istilah bank asing juga
tidak dikenal dalam PP No. 70 Tahun 1992. Jstilah yang digunakan dalam PP No. 70
Tahun 1992 sama dengan UU No. 7 Tahun 1992, yakni bank yang berkedudukan di
luar negeri.

Sesuai PP No. 70 Tahun 1992, bank yang berkedudukan di luar negeri dapat
mendirikan bank campuran bersama-sama dengan bank umum yang didisikan oleh

% Ibid., penjelasan Ps. 2 ayat (1),
% Ibid., penjelasan Ps. 3 ayat (1).
% Ibid., penjelasan Ps. 3 ayat (2).
* Ibid., penjelasan Ps. 2 ayat (2) jo. Ps. 4.
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WNI atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh WNI atau badan
hukum asing dengan penyertaan maksimum sebesar 85% dari modal disetor.*°
Disamping itu, bank yang berkedudukan di luar negeri diperbolehkan
mendirikan bank campuran di Indonesia sepanjang negara tempat kedudukan bank
tersebut menganut asas resiprositas dan memenuhi persyaratan lainnya yang
ditetapkan oleh Menieri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank
Indonesia.*! Bank campuran tersebut juga harus memiliki perjanjian antar pemegang
saham pendiri yang berisi kesepakatan mengenai rencana peningkatan kepemilikan
saham oleh pihak Indonesia, yang wajib dilampirkan pada saat pengajuan

permohonan persetujuan prinsip pendirian bank campuran.42

2.1.3 Paket Kebijakan di Bidang Keuangan, Moneter dan Perbankan
2.1.1.1 Paket Kebijakan di Bidang Keuangan, Moneter dan Perbankan Tanggal 27
Oktober 1988

Untuk keberadaan bank asing di Indonesia, Paket Kebijaksanaan di Bidang
Keuangan, Moneter dan Perbankan Tanggal 27 Oktober 1988 (untuk selanjutnya
disebut “Pakto 1988} membenkan kemudahan dalam pendinan bank campuran dan
pembukaan kantor cabang pembantu bank asing. Pakto 1988 berisi langkah-langkah
kebijaksanaan di bidang keuangan, moneter dan perbankan yang bertujuan untuk
meningkatkan pengerahan dana masyarakat, ekspor nonmigas, efisiensi lembaga-
lembaga keuangan dan perbankan, kemampuan pengendalian pelaksanaan
kebijaksanaan moneter serta iklim pengembangan pasar modal A

Langkah-langkah kebijakan di bidang perbankan yang terkait dengan
keberadaan bank asing di Indonesia yakni peningkatan ekspor nonmigas karena hal
ini memerlukan adanya pelayanan perbankan yang makin baik dan lebih luas. Salah
satu langkah perbaikan dan pelayanan perbankan yalmi dibukanya peluang untuk

*® Indonesia (b), Peraturan Pemerintah tentang Bank Umum, PP No. 70 Tahun 1992, Ps, 2
ayat (3) jo. Ps. 1 ayat (2).

Y Ibid | Ps. 2 ayat (3) jo. Ps. 3 ayat (2).
2 1bid., Ps. 2 ayat (3) jo. Ps. 3 ayat (3) jo. Ps. 5 ayat (2).
Y Djiwandono, et al. (b), op. cis., hal. 781.
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pendirian bank campuran dan pembukaan kantor cabang pembantu bank asing.

Pendirian bank campuran dan pembukaan kantor cabang pembantu bank asing dapat
dilakukan dengan syarat berikut ini.
a. Pendirian Bank Campuran

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendirian bank campuran yaitu:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

Bank campuran didirikan bersama oleh satu atau lebih bank nasional
Indonesia dan satu atau lebih bank asing luar negeri.

Bank nasional yang dapat ikut serta mendirikan bank campuran harus,
selama 24 bulan terakhir, minimum dua puluh bulan tergolong sehat dan
selebihnya tergolong cukup sehat, termasuk permodalannya.

Bank asing yang dapat menjadi mitra dalam bank campuran merupakan
bank asing yang telah mempunyai kantor perwakilan di Indonesia, termasuk
peringkat besar di negara asalnya dan negara asalnya menganut asas
resiprositas.

Modal disetor bank campuran ~minimum  yakni = sebesar
Rp50.000.000.000,00 dengan ketentuan bahwa penyertaan oleh bank asing
maksimum sebesar 85%. _
Tempat kedudukan bank campuran dapat dipilih salah satu dar kota-kota
yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Ujung Pandang dan
Denpasar.

Setelah dua belas bulan sejak pendinian bank campuran, bank campuran
tersebut harus mempunyai posisi kredit ekspor minimum 50% dari kredit
yang diberikannya.*!

Sebelum dikeluarkannya Pakto 1988, di Indonesia pendirian bank campuran
tidak diperbolehkan. Dengan adanya Pakto 1988, modal bank campuran tersebut

dapat diperbesar melalui penjualan saham di pasar modal (ge public) atau

penambahan dari para pemegang saham lama_ ** Selain itu, izin usaha bank campuran
dapat dicabut dalam hal tingkat kesehatannya menurun menjadi kurang sehat atau
tidak sehat dan dalam waktu sembilan bulan tidak dapat ditingkatkan kembali

“ Ibid., hal. 784-785.
5 fbid., hal. 803,
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menjadi sehat atau, selama paling kurang tiga bulan terakhir secara berturut-turut,
cukup sehat. ¢
b. Pembukazn Kantor Cabang Pembantu Bank Asing

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendirian kantor cabang pembantu
bank yaitu:

1) Bank asing yang telah ada dan tergolong sehat, termasuk permodalannya,
dapat membukan kantor cabang pembantu di Jakarta dan enam kota besar
lainnya di luar jakarta, yaitu Medan, Bandung, Semarang, Surabaya,
Denpasar, dan Ujung Pandang.

2) Setelah dua belas bulan sejak perabukaan kantor cabang pembantu, kantor
cabang pembantu bank asing tersebut harus mempunyai posisi kredit
minimum 50% dari kredit yang diberikan."’

Sebelum dikeluarkannya Pakto 1988, di Indonesia pembukaan kantor cabang
bank asing tidak diperbolehkan.*® Dengan adanya Pakto 1988, tanpa bekerja sama
dengan bank swasta nasional, bank asing dapat memberikan jasa perbankan di
seluruh Indoensia®® Pembukaan kantor cabang bank asing dapat dilakukan
sepanjang, selama 24 bulan terkahir, minimum dalam dua puluh bulan bank
tergolong sehat dan selebihnya paling kurang cukup sehat.’® Disamping itu,
berdasarkan perhitungan kebutuhan modal, jumlah modal bank cukup tergolong
sehat selama periode yang sama.’’ Selain itu, jika bank menghendaki atau kantor
cabang pembantu yang bersangkutan tidak melakukan usaha lagi atau melakukan
usaha yang membahayakan bank, maka izin pembukaan kantor cabang pembantu
bank yang bersangkutan dapat dicabut.*?

“® Ipid., hal. 804.

*7 Ibid., hal. 784-785.
*® Ibid., hal. 804.

“ Ibid..

5 1bid., hal. 805.

3 1bid.

2 Ibid.
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Dengan demikian, lahimya Pakto 1988 menghapuskan pembatasan terhadap
pendirian bank swasta yang telah berlangsung sejak Tahun 1971, menghapuskan
pembukaan kantor cabang bank lokal dan membuka kesempatan bagi bank asing
untuk mendinkan usaha patungan dengan bank lokal (joint venture bank) di
Indonesia.>?
2.1.1.2 Paket Kebijakan di Bidang Keuangan, Moneter dan Perbankan Tanggal 25

Maret 1989

Paket Kebijaksanaan di Bidang Keuangan, Moneter dan Perbankan Tanggal
25 Maret 1989 (untuk sclanjutnya disebut “Pakmar 1989”) yang merupakan
kelanjutan dari Pakto 1988 mengatur juga mengenai tambahan kebijakan yang terkait
dengan kepemilikan dalam bank campuran.

Dalam Pakmar 1989 ditetapkan bahwa, berdasarkan persetujuan dad
pemegang saham, porsi kepemilikan mitra dalam negen dalam bank campuran dapat
ditingkatkan menjadi lebih dari 15% pada saat pendirian bank campuran tersebut
atau sesudahnya’® Ketentuan ini ditetapkan agar terhindar dari kekeliruan
interpretasi mengenai rasio kepemilikan dalam bank campuran.®®
2.1.1.3 Paket Kebijakan di Bidang Keuangan, Moneter dan Perbankan Tanggal 1

Desember 1989

Paket Kebijakan di Bidang Keuvangan, Moneter dan Perbankan Tanggal 1
Desember 1989 (untuk selanjutmya disebut “Pakdes 1989”) juga merupakan lanjutan
pengaturan dari Pakto 1988. Terkait dengan keberadaan bank asing di Indonesia,
dalam Pakdes 1989 dijelaskan mengenai pembukaan kantor di bawah kantor cabang
pembantu bank asing. Pengaturan ini merupakan tambahan kebijakan tentang
pembukaan kantor di bawah kantor cabang asing.

Menurut Pakdes 1989, pendirian kantor di bawah kantor cabang pembantu
oleh bank asing dapat dilakukan sepanjang kantor di bawah kantor cabang pembantu
tersebut berada dalam satu wilayah kliring lokal dengan kantor induknya, yakni
kantor cabang yang berkedudukan di Jakarta, dan hal ini cukup dilaporkan kepada

3 Heffernan, loc. cit.
> Djiwandono, et al. (b), op. cit., hal. 49.
* Ibid.

Liberalisasi commercial presence ..., Juliani Mukti Astinfréisit29 tAdonesia



26

Bank Indonesia.”® Dalam hal bank asing mendirikan kantor di bawah kantor cabang
pembantu di wilayah kliring lokal, Pakdes 1989 juga mensyaratkan bahwa dalam
jangka waktu dua belas bulan setelah pembukaan kantor di bawah kantor cabang
pembantu bank asing tersebut, paling kurang 50% pemberian kredit dari selurunh
kantor bank asing tersebut di Jakarta harus berupa kredit ekspor.®’

2.1.1.4 Paket Kebijakan di Bidang Keuvangan, Moneter dan Perbankan Tanggal 29

Januari 1990

Paket Kebijakan di Bidang Keuangan, Moneter dan Perbankan Tanggal 29
Januari Desember 1989 (untuk selanjutnya disebut “Pakjan 1990”) mengatur
mengenai perluasan wilayah operasional bank asing. Pakjan 1990 menetapkan bahwa
cakupan wilayah tempat kedudukan bank campuran diperlvas menjadi termasuk
Daerah Otorita Pulau Batam.”® Dengan masuknya Daerah Otorita Pulau Batam
tersebut, wilayah operasional yang diperbolehkan bagi usaha bank campuran, yang
semula befjumlah tujuh kota, bertambah menjadi delapan kota, yakni Jakarta,
Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpasar dan Daerah
Otorita Batam.*

Disamping itu, bank campuran diperbolehkan membuka satu kantor cabang di
Daerah Otorita Batam, sedangkan bank asing satu cabang pernbantu.'50 Dengan
demikian, wilayah yang diperbolehkan bagi bank campuran dan bank asing untuk
membuka kamtor bertambah menjadi delapan kota, yaitu Jakarta, Surabaya
Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Denpasar dan Dacrah Otorita Batam. 5’

" Pakjan 1990 juga memberikan kesempatan bagi bank campuran dan bank
asing untuk membuka kantor-kantor lain yang bertanggung jawab kepada kantor
cabang bank campuran atau kantor cabang pembantu bank asing, sepanjang berada

% Ibid., hal. 52.
5 [bid.

%8 bid., hal. 350.
% Ibid.

@ Ibid.

S 1bid.
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dalam satn wilayah kliring lokal dengan kantor induknya, dengan cukup
melaporkannya kepada Bank Indonesia.5

Kebijakan perluasan tempat kedudukan bank campuran dan bank asing
tersebut dilakukan untuk memperluas kegiatan usaha bank campuran dan bank asing
agar menjangkau Daerah Otorita Batam karena daerah ini mempunyai potensi cukup

besar serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendorong ekspor nonmigas.

2.2 Perkembangan Jumlah Bank Campuran dan Bank Asing di Indonesia
Sebelum Berlakunya Persetujuan Pembentukan WTO

Perkembangan kehadiran bank asing di Indonesia dalam subbab ini dijelaskan
dengan deskripsi perkembangan jumlah bank campuran (joint venture bank) dan atau
jumlah bank asing yang beroperasi di Indonesta sejak mulai berlakunya UU No. 14
Tahun 1967 yang memberikan peluang bagi bank asing untik beroperasi di
Indonesia sampai dengan sebelum diratifikasinya Persetujuan Pembentukan WTO.
Perkembangan jumlah bank asing yang beroperasi di Indonesia yakni sebagaimana
deskripsi berikut ini.

Pembukaan kesempatan bagi bank asing untuk melakukan kegiatan usaha di
Indonesia berdampak pada meningkatnya jumlah bank asing yang beroperasi di
Indonesia.

Sampai dengan Tahun 1967, di Indonesia belum terdapat bank umum asing
dan kantor bank urmum asing yang beropcrasi.63 Pada Tahun 1968 terdapat sebamyak
delapan bank umum asing yang beroperasi di Indonesia dan jumlah ini meningkat
menjadi sebanyak sebelas bank pada Tahun 1969.% Disamping itu, jumlah kantor
bank umum asing yang beroperasi di indonesia pada Tahun 1969 adalah sebanyak
lima belas kamtor (termasuk kantor pusat).“ Jumlah tersebut lebih banyak jika

2 rbid.

% Bank Negara Indonesia Unit 1, Laporan Tahunan Pembukuan 1960-1965, 1966-1967 dan
1968 serta Bank Indonesia (b), Laporan Tahun Pembukuan 1969-1970 dalam Djiwandono, er al. (a),
op. cif., hal. 295,

& tbid.
 1bid.
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dibandingkan dengan jumlah kantor bank umum asing yang beroperasi di Indonesia
pada Tahun 1968, yakni sebanyak sebelas kantor (termasuk kantor pusat).*

Disamping itu, walaupun antara Tahun 1969 dan Tahun 1983 jumlah bank
umum asing yang beroperasi di Indonesia adalah fetap sebanyak sebelas bank,
pnamun jumlah kantor bank umum asing meningkat menjadi sebanyak 21 kantor
(termasuk kantor pusat) pada Tahun 1983 dari lima belas kantor (termasuk kantor
pusat) pada Tahun 1969.5

Dalam Tahun 1983 sampai dengan Tahun 1988 (akhir September, menjelang
berlakunya Pakto 1988), jumiah bank umum asing yang beroperasi di Indonesia tidak
bertambah, yakni sebanyak sebelas pada Tahun 1983 dan tetap sebanyak sebelas
bank pada Tahun 1988.% Selama jangka waktu tersebut, jumlah kantor bank umum
asing (termasuk kantor pusat) yang beroperasi di Indonesia juga tidak meningkat,
yakni 21 kantor pada Tahun 1983 dan tetap sebanyak 21 kantor pada Tahun 198 8.8

Selama Tahuu 1988 sampai dengan Tahun 1992 terjadi peningkatan jumlah
bank asing dan bank campuran serta kantor bank asing dan bank campuran. Jumlah
bank asing dan bank campuran, yang pada Tahun 1988 adalah sebanyak sebelas
bank, pada Tahun 1992 meningkat menjadi sebanyak 29 bank.”® Selama jangka
waktu tersebut, peningkatan juga terjadi dalam jumlah kantor bank asing dan bank
campuran. Pada Tahun 1992 jumlah kantor bank asing dan bank campuran
meningkat menjadi 54 kantor (termasuk kantor pusat) dari 21 kaator (termasuk
kantor pusat) pada Tahun 1988."*

Selanjutnya, berdasarkan kelompok bank umum, jumlah bank campuran
(joint venture bank) yang beroperasi di Indonesia antara Tahun 1992 dan Tahun 1993
meningkat dari sebanyak dea puluh bank pada Tahun 1992 menjadi sebanyak 29

 fbid.

7 Bank Indonesia (c), Laporan Tahun Pembukuan 1969-1970-1983/1984 dalam ibid,
hal, 344.

® Bank Indonesia (d), Laporan Tahun Pembukuan 1982/1983-1983/1984 dan Laporan
Tahunan 1984/1985-1988/1989 dalam Djiwandono, et al. (b}, ap. cit., hal. 303.

® Ibid.
" Bank Indonesia (), Laporan Tahunan 1988/1989-1991/1992 dalam ibid, hal. 390.
LI

Jbid.
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bank pada Tahun 1993.” Namun demikian, antara Tahun 1992 sampai dengan Tahun
1993, tidak terjadi peningkatan jumlah bank asing yang beroperasi di Indonesia,
yakni tetap sebanyak sepuluh bank.” Selain itu, berdasarkan kepemilikan, terjadi
peningkatan jumlahk kantor bank campuran yang beroperasi di Indonesia sejak Tahun
1992 sampai dengan Tahun 1993, yakni sebanyak 31 bank pada Tahun 1992 menjadi
45 bank pada Tahun 1993.”* Sama halnya dengan bank campuran, jumlah kantor
bank asing yang beroperasi di Indonesia meningkat, yang semula sebanyak 32 bank

pada Tahun 1992, menjadi sebanyak 33 bank pada Tahun 1993.”

Tabel jumlah bank asing dan bank campuran di Indonesia sebelum
berlakunya Persetujuan Pembentukan WTQO sebagaimana diuraikan di atas sebagail

berikut.
Tabel 1
 Jumlah Bank Asing dan Bank Campuran di Indonesia
Sebelum Berlakunya Persetujuan Pembentukan WTO
Tahun
Jenis Bank
1967 | 1968 | 1969 | 1983 | 1988 | 1992 { 1993

Bank Umum Asing 0 8 11 il 11%)
Kantor Bank Umum Asing | 0 11 15 21 21%)
Bank Asing & Bank
Campuran 11 29
Kantor Bank Asing &
Bank Campuran 21 54

2 Ibid dalam 1bid., hal. 489.

™ Bank Indonesia (1), Informasi Perbankan Indonesia, (Juli 1997) dalam Djiwandono, er al.

(a), ap. cit., hal. 489.
™ Ibid dalam ibid., hal 491.
P 1bid.
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Bank Campuran 20 29
Bank Asing 10 10
Kantor Bank Campuran 31 45
Kantor Bank Asing 32 33

*) Akhir September, menjelang Pakio 1988.

Liberalisasi commercial presence ..., Juliani Mukti Asibrfitetiitag ibdonesia







BAB 3
LIBERALISASI PERBANKAN

3.1 Liberalisasi secara Multilateral
Pelaksanaan kegiatan perdagangan internasional di bidang jasa perbankan
secara multilateral diatur dalam Persetujuan Pembentukan WTO.
3.1.1 Liberalisasi sesuai Persetujuan Pembentukan WTO
3.1.1.1 Latar Belakang Pembentukan WTO

Berdirinya WTO merupakan salah satu hasil kesepakatam dari perundinpan
liberalisasi perdagangan kedelapan yang dikenal dengan Putaran Uruguay.! WTO
yang berdiri pada Tahun 1995 merupakan pengganti dari the General Agreement on
Tariffs and Trade (GATT) yang didirikan setelah Perang Dunia I, dimana, saat
WTO baru berdiri, GATT telah membangun sistem perdagangan multilateral selama
lebih dari lima puluh tahun.?

Sistemn perdagangan multilateral tersebut dikembangkan melalui serangkaian
putaran negosiasi perdagangan yang diadakan sesuai GATT, dimana negosiasi
putaran pertama terkait dengan pembahasan mengenal pengurangan tarif (fariff
reductions) namun selanjutnya berkembang ke bidang-bidang lainnya seperti
antidumping dan tindakan-tindakan nontarif (nomtariff measures).” Negosiast putaran
terakhir di Uruguay atau Putaran Uruguay, yaitu pada periode 1986-1994, mengarah
pada pembentukan WTO.® Negosiasi berlanjut, pada Februari 1997 dicapai
kesepakatan mengenai jasa telekomunikasi dimana sebanyak 69 negara menyetujui
liberalisasi yang luas yang didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan dalam Putaran
Uruguay.” Pada tahun yang sama empat puluh nepara berhasil menyelesaikan

! Dian Ediana Rae (a), “Pengantar Singkat World Trade Organization,” dalam Transaksi
Perdagangan Internasional, diedit oleh Emmy Yuhassarie, cet. 2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum,
2005), hal. 47.

2 WTO (a), “The Multilateral Trading System: Past, Present and Future,” <http:/fwrww.
wio.org /english/ thewto_e/whatis_efinbrief e/inbr01 e htm>, diunduh 8 April 2010.

? [bid
* Ibid.
3 Ibid.
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negosiasi mengenai fariff-free frade dalam bidang produk-produk teknologi
informasi, dan tujuh puluh negara menyelesaikan perundingan mengenai jasa
keuangan yang mencakup lebih dari 95% dan perdagangan di sektor perbankan,
asuransi, sekuritas dan informasi keuangan.® Disamping aturan perdagangan barang
dan sektor lainnya seperti intellectual property, Putaran Uruguay juga membuat
aturan-aturan baru yang mengatur perdagangan jasa.’ Sampai dengan 23 Juli 2008
jumlah negara yang anggota WTO adalah sebanyak 153 negara.®
3.1.1.2 Tujuan WTO

Tujuan utama dar keberadaan WTO adalah terciptanya arus perdagangan
yang lancar, bebas (freely), adil (fairly) dan dapat diprediksi (predictably). Hal ini
sebagaimana dapat dilihat dalam website WTO yang menyatakan bahwa “The
WTQ's overriding objective is to help trade flow smoothly, freely, fairly and
predictably”® Sehubungan dengan hal ini selanjutnya dijelaskan bahwa:

It does this by:

o Administering frade agreements.

e Acting as a forum for trade negotiations.

o  Sertling trade disputes.

e  Reviewing national frade policies.

o Assisting developing couniries in trade policy issues, through technical

assistance and fraining programimes.
o Cooperating with other international organizations."’

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan ini dilakukan
melalui berbagai tindakan. Tindakan-tindakan tersebut adatah mengatur perjanjian-

perjanjian perdagangan, bertindak sebagai suatu forum negosiasi-negosiasi

S Ibid

7 WTO (b), “The WTO Agreements,” <hitp://www.wto.org/english/thewto_e/whatis e/
inbrief_efinbr03 _e.him>, diunduh § April 2010,

¥ WTO (¢), “Members and Observers,” <http://Awww.wio.orgfenglish/thewto_e/whatis_e/tif
eforg6 e.him>, diunduh 8 April 2010,

* WTO (d), “The Qrganization,” <http/Avww.wto.org/english/thewto e/whatis_e/inbrief e/
inbr02 e.him>, diunduh 8 April 2010.

1° rbid.
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perdagangan, menyelesaikan sengketa-sengketa dagang, memantau kebijakan-
kebijakan perdagangan di tingkat nasional, membantu negara-negara berkembang
dalam isu-isu yang terkait kebijakan perdagangan melalui bantuan teknis (technical
assitance) dan program-program pelatihan (fraining programmes) serta melakukan
kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional lainnya.'!

Tujuan tersebut sejalan dengan penjelasan dalam konsideran Persetujuan
Pembentukan WTO, dimana hubungan perdagangan dan ekonomi harus diupayangan
untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan, menjamin terciptanya lapangan
pekerjaan, meningkatkan produksi dan perdagangan serta mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya dunia '> Melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya
dunia ini akan tercipta pembangunan yang berkesinambungan dengan tetap
memperhatikan perlindungan lingkungan hidup." Isi penjelasan dalam Persetujuan
Pembentukan WTO tersebut sebagai berikut:

Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavor
should be conducted with a view fo raising standards of living ensuring full
employment and a large and steadily growing volume of real income and
effective demand, and expanding the production of and trade in goods and
services, while allowing for the opfimal use of the world's resources in
accordance with the objective of sustainable development, seeking both to
protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so
in a manner consisient with their respective needs and concerns at different
levels of economic development

Disamping itu, dalam rangka menjamin pertumbuhan perekonomian bagi
negara berkembang (developing countriesy dan terbelakang (least developed
countries) yang lebih baik, WTO akan tetap memperhatikan perlunya upaya-upaya

positif.'”> Hal ini sesuai dengan konsideran Persetujuan Pembentukan WTO yang

W rbid.

2 Departernen Perdagangan, “Latar Belakang Terbentuknya World Trade Organization,”
Indonesia dan WTO V (Direktorat Kerjasama Multilateral, 2008), hal. 15.

" 1bid.
“WTO (c), Persetujuan Pembentukan WTO, preambule para. 1.
'* Departemen Perdagangan, foc. cif.
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menyatakan bahwa “Recognizing further that there is need for positif efforts
designed to ensure that developing countries, and escpecially the least developed
among them, secure a share in the growth in international commensurate with the
needs of their economic development.”'®
3.1.1.3 Fungsi WTO

Memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antara
negara anggota dalam implementasi perjanjian-perjanjian dan dihubungkan dengan
instrumen-instrumen hukum termasuk dalam agnnex Persetujuan WTO merupakan
fungsi utama dari keberadaan WTOQ."

Namun demikian, fungsi-fungsi dan WTO secara rinci sebagaimana
tercantum dalam Perstujuan Pembentukan WTO sebagai berikut:

1. The WITO shall facilitate the implementation, administration and
operation, and further the objectives, of this Agreement and of the
Multilateral Trade Agreements, and shall also provide the framework for
the implemeniation, administration and operation of the Plurilateral
Trade Agreement.

2. The WTQ shall provide the forum for negotiation among its Members
concerning their multilateral trade relation in matters dealt with under
the agreemenis in the Annexes to this Agreement. The WIO may also
provide a forum for further negotiations among its Members concerning
their multilateral ftrade relations, and «a jframework for the
implementation of the results of such negotiations, as may be decided by
the Ministerial Conference.

3. The WTO shall administer the Undersianding on Rules and Procedures
Governing the Settlement of Disputes (hereinafier referred to as the
“Dispute Settlement Understanding” or “DSU”} in Annex 2 to this
Agreement,

4. The WTQ shall administer the Trade Policy Review Mechanism
(hereinafiter referred to as the “TPRM”) provided for in Annex 3 fo this
Agreement.

5. With a view to achieving greater coherence in global economic policy-
making, the WTO shall cooperate, as appropriate, with the International

"“WTO (), op. cit., preambule para 2.

" Dian Triansyah Djani, “Sekilas WTO (World Trade Organization),” ed. 2, (Jakaria:
Direktorat Jenderal Muliilateral Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri,
2003), hal. 1.
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Monetary Fund and with the International Bank for Reconstruction and
Development and its affiliated agencies.'®

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa, sesnai Persetujuan Pembentukan
WTO, WTO mempunyai lima fungsi. Fungsi-fungsi tersebut yaitu: memfasilitasi
penerapan dan pelaksanaan instrumen-instrumen hukum yang dihasilkan baik dari
Putaran Uruguay maupun dari perjanjian-perjanjian baru yang dinegosiasikan
kemudian, menyediakan forum untuk perundingan lebih lanjut di antara negara-
negara terkait permasalahan-permasalahan yang tercakup dalam perjanjian-perjanjian
tersebut maupun isu-isu lainnya yang dimandatkan dan bertanggung jawab untuk
penyelesaian perbedaan-perbedaan dan sengketa-sengketa yang terjadi di antara
negara-negara anggota. Selain itu, bertanggung jawab untuk melakukan peninjanan
atau pengawasan secara periodik terhadap kebijakan-kebijakan di sektor
perdagangan dari negara anggotanya. Disamping itu, WTO melakukan kerjasama
dengan organisasi-organisasi internasional dan organisasi-organisasi
nonpemcrintah.m
3.1.1.4. Manfaat WTO

Sistem perdagangan W1TO memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. The system helps promote peace.

2. Disputes are handled constructively.

3. Rules make life easier for all.

4. Freer trade culs the cost of living.

5. It provides more choice of products and qualities.
6. Trade raises incomes.

7. Trade stimulates economic growth.

8. The basic principles make life more efficient.

9. Governments are shielded from lobbying.

1

0. The system encourages good government. ™

PWTO (e), op. cit., article INI.
* Djani, foc. cir.

% WTO (f), “10 Benefits of the WTO Trading System,” hup://www.wto,org/english/thewto
efwhatis_e /10ben_e/10b00_e him, diunduh 10 April 2010,
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Penjelasan masing-masing rnaanfaat tersebut sebgaimana uraian berikut ini.

a. Membantu Meningkatkan Perdamaian
Manfaat WTO yang pertama adalah meningkatkan perdamaian. Hal ini

karena perdamaian merupakan sebagian dari hasil yang ingin dicapai dari dua prinsip
sistern perdagangan dalam WTO yang paling mendasar yaitu membantu
memperlancar arus perdagangan dan menyediakan sarana penyelesaien sengketa
dagang yang adil (fair) dan konstruktif. Perdamaian juga merupakan hasil dari
kepercayaan dan kerja sama internasional yang diciptakan dan diterapkan oleh WTO.
Disamping itu, konflik politik akan berkurang apabila arus perdagangan berjalan
dengan lancar dan antara penjual dan konsumen terdapat hubungan bisnis yang sehat.
Sistem perdagangan WTO mempunyai peranan penting dalam menciptakan dan
menerapkan kepercayaan terscbut. Selain itu, negosiasi-negosiasi yang mengarah
pada persetujuan secara konsensus (agreement by consensus) dan menitikberatkan
pada aturan-aturan yang mengikat menfad: bagian yang penting dan WTO dalam
meningkatkan perdamaian.”’
b. Penyelesaian Sengketa secara Konstruktif

Sistem WTO membantu menyelesaikan persengketaan dagang dengan damai
(peacefully) dan konstruktif (constructively). Penyelesaian sengketa diperlukan
karena peluang terjadinya persengketaan semakin besar dengan semakin
meningkatnya volume perdagangan, jumlah produk yang diperdagangkan sertia
jumlah negara dan perusahaan }?ang melakukan transaksi dagang Tekanan-tekanan
perdagangan internasional akan berkurang karena negara-negara menyelesaikan
dalam sengketa dagang mereka melalui forum organisasi-organisasi, khususnya
WTO. Walaupun kadang-kadang terjadi konflik sengit di antara negara-negara,
namun negara-negara akan mematuhi perjanjian-perjanjian dan komitmen-komitmen

yang telah mereka buat.

2L WTO (g), “The System Helps to Keep the Peace,” hitp:/fwww.wto.org/english/thewto_e/
whatis_e/10ben_e/1 0b01_e.htm, diunduh 9 April 2010.

2 WTO (h), “The System Allows Disputes to Be Handled Constructively,” htip://
www.wio.org/english/thewto_e/whatis_e/[0ben_e/10b02_e.htm, diundah 9 April 2010.
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¢.  Aturan-aturan yang Memudahkan Semua Pihak

Aturan-aturan WTO memudahkan semua pihak, dimana keputusan-keputusan
WTO dibuat secara konsensus. Perjanjian-perjanjian WTO disetujui secara
konsensus dan diratifikasi oleh parlemen seluruzh negara anggota sehingga berlaku
bagi setiap orang, dimana baijk negara kaya maupun miskin mempunyai hak yang
sama mengajukan prosedur penyelesaian sengketa WTQO. Hal ini akan menaikkan
posisi tawar (bargaining position) negara-negara yang lebih kecil. Disamping itu,
prinsip-prinsip nondiskriminasi yang dibangun dalam sistem WTO menerapkan
aturan yang sama bagi seluruh anggotanya.
d. Memotong atau Mengurangi Biaya Hidup

Perdagangan yang lebih bebas sebagaimaa yang dikembangkan WTO akan
memotong atau mengurangi biaya hidup. Hal ini karena sistem global WTO
mengurangi hambatan dalam perdagangan melalui negosiasi dan penerapan prinsip
nondiskriminasi. Sebagai akibatnya, biaya produksi berkurang karena impor yang
dilakukan untuk produksi lebih murah dan barang serta jasa berkurang, yang pada
akhimya biaya hidup menjadi lebih rendah.”
e. Memberikan Lebih Banyak Pilihan Produk dan Kualitas

Sistem perdagangan dalam kerangka WTO memungkinkan terjadinya impor
yang lebih banyak sehingga memungkinkan pihak lain untuk membeli ekspor yang
lebih banyak sechingga pendapat eksportir akan meningkat, disamping pilihan produk
yang dapat dikonsumsi juga meningkat.**
f.  Perdagangan yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Perdagangan berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan. Di sisi lain, lebih
sedikitnya hambatan perdagangangan baik untuk lapangan pekerjaan. Disamping itu,
perdagangan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, pekerjaan-
pekerjaan yang terbaik di Mexico adalah pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan

B WTO (i), “Freer Trade Cuts The Cost of Living,* http://www,wto.org/english/thewto_e/
whatis ef10ben_e/ 10b04_e.htm, diunduh 9 April 2010.

2 WTO (j), “It Gives Consumers More Choice, and a Broader Range of Qualities to Choose
from,” hitp:// www. wio.orgfenglish/thewto e/whatis_e/I0ben e/10b05_e.htrn, diunduh 9 April 2010.

Liberalisasi commercial presence ..., Juliani Mukti Asidn¢ecRitagfodonesia



38

kegiatan ekspor, dimana sektor-sektor yang mengekspor 60% atau lebih dar
produknya membayar gaji pekerjanya 39% lebih tinggi daripada sektor lainnya.?®
g. Prinsip-prinsip Dasar yang Membuat Hidup Lebih Efisien

Perdagangan memungkinkan terjadinya pembagian tenaga kerja antaca
negara-negara sehingga memungkinkan penggunaan sumber-sumber daya
(resources) untuk produksi secara lebih tepat dan efektif. Disamping ity
perdagangan meningkatkan efisiensi dan memotong biaya-biaya yang timbul yang
disebabkan olch diabaikannya prinsip-prinsip yang penting di dalam sistem
perdagangan.
h. Pemerintah Terlindungi dari Tindakan-tindakan Lobbying

Sistem WTO membantu pcincrintah dalam melawan tekanan dan narrow
interest groups. Sistem WTO mencakup sektor yang luas sehingga, apabila selama
perundingan perdagangan terdapat satu kelompok yang menekan melobi
pemeriniahnya untuk dipertimbangkan sebagai suatu kasus khusus yang memerlukan
proteksi, pemerintah dapat menolak tekanan dari kelompok tersebut (protectionist)
dengan mendalilkan bahwa ha! tersebut memerlukan suatu perjanjian yang
menjangkau bidang yang luas yang akan menguntungkan semua sektor ekonomi.?®
i.  Mendorong Terciptanya Pemerintahan yang Baik

Sesuai aturan WTO, jika sunatu komitmen untuk mehiberalisasi suatu sektor
perdagangan sudah dimuat maka sulit untuk divbah. Ataran-aturan WTO juga
mengurangi kebijakan-kebijakan yang tidak bijak (urwise policies). Hal ini sangat
bermanfaat untuk kepastian dan kejelasan kondisi usaha, disamping merupakan
disiplin yang bagus untuk pemerintah. Selain itu, bidang lainnya dari perjanjian-
perjanjian WTO dapat mengurangi korupsi dan pemerintahan yang buruk. Sebagai
contoh, transparansi (ketersediaan seluruh informasi yang terkait peraturan di bidang
perdagangan bagi publik), kriteria yang lebih jelas untuk peraturan-peraturan yang

3 WTO k), “Trade Stimulates Economic Growth, and That Can be Good News for
Employment,” http://www.wio.org/english/thewto efwhalis_e/10ben_e/10b07_e.htm, diunduh 10
April 2010.

% WTO (1), “The System Shields Governments from Narrow Interests,” hitp://www.wto.org/
english/thewto_e/ whatis_c/10ben e/10b09 e.hitm, diunduh 10 April 2010.
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terkait dengan keamanan dan standar produk, serta nondiskriminasi membantu
mengurangi pembuatan keputusan yang sewenang-wenang dan curang,”’

Selain itn, secara nasional sistem WTO diharapkan dapat menjadi pendorong
reformasi kebijakan masing-masing negara yang pada akhirnya dapat mendorong
daya saing (competitiveness) produk barang dan jasa nasional.?® Hal ini dapat terjadi
melalui integrasi code of conduct WTO ke dalam kebijakan perdagangan nasional.?®
3.1.1.5. Prinsip-prinsip Dasar WTO

Prinsip-prinsip liberalisasi yang terdapat dalam Persetujuan Pembentukan
WTO merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar sistem perdagangan
muifilateral, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua mitra dagang (most favoured
nation), perlakuan nasional (national treatment) dan transparansi (fransparency).>®
Prinsip most favoured nation dan national freatment merupakan prinsip
nondiskriminasi (nondiscrimination).

a.  Prinsip Nondiskriminasi (Nondiscrimination)
1) Prinsip Most Favoured Nation

Prinsip MFN (untuk selanjutnya disebut “MEFN”) merupakan aturan yang
paling penting dalam ketentuan WTO mengingat sistem perdagangan multilateral
tidak dapat dan tidak akan ada’' Prinsip MFN jalah prinsip yang menerapkan
perlakuan yang sama terhadap barang atan jasa dari semua ncga:‘a.32 Kewajtban
MFN ini menghendaki bahwa apabila suatu negara anggota WTO memberikan
perlakuan tertentu yang menguntungkan kepada suatu negara lain maka perlakuan
yang sama menguntungkannya harus diberikan juga kepada negara anggota WTO

7 WTO (m), “The System Encourages Good Government,” htip://www.wio.orgfenglish/
thewlo_e/ whatis e/10ben_e/10b10_e.htm, diunduh 10 April 2010.

28 Rae (a), foc. cit.
¥ Ibid., hal_47-48.
*® Djani, foc. cit.

* Peter van Den Bossche, The Law and Policy of World Trade Organization: Text, Cases
and Materials, 2nd ed., (The United Kingdom: Cambridge University Press, 2008), p. 38.

*2 Mohamad Oemar, “Prinsip Non-Diskriminasi dan Hambatan Perdagangan dalam Sistermn
Perdagangan Mullilateral WTQ,” dalam Transaksi Perdagangan Internasional, diedit oleh Emmy
Yuhassarie dan Tri Hamowo, cet.2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal. 113.
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lainnya ®® Dengan demikian, negara-negara anggota tidak diperbolehkan melakukan
diskriminasi terhadap mitra-mitca dagangnnya.>! Keringanan tarif impor yang
diberikan pada produk suatu negara harus diberikan juga pada produk impor dan
mitra dagang negara anggota lainnya.®

2) Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment)

Prinsip rational freatment (untuk selanjutnya disebut “NT”) adalah prinsip
yang menerapkan perlakuan yang sama terhadap barang atau jasa impor dan produk
dalam negeri.*® Kewajiban NT menghendaki bahwa suatu negara anggota WTQO
memperlakukan produk-produk, jasa-jasa dan penyedia-penyedia jasa sama
menguntungkannya dengan produk-produk, jasa-jasa dan penyedia-penyedia jasa
dalam negeri yang sejenis (like domestic products, services and service suppliers).>’
Menurut prinsip ini, suate nepara anggota tidak diperbolehkan melakukan
diskriminasi terhadap produk-produk, jasa-jasa dan penyedia-penyedia jasa asing.*®
b.  Prinsip Transparansi (Transparency).

Prinsip transparansi adalah prinsip yang mewajibkan negara anggota WTO
untuk melakukan notifikasi dan publikasi seluruh kebijakan yang terkait dengan
perdagangan kepada WTO.* Sehubungan dengan penerapan prinsip transparansi ini,
terdapat empat cara agar prinsip transparansi berguna dalam memfasilitasi dan

meliberalisasi arus perdagangan sebagai berikut:

Pertama, transparansi membantu meningkatkan pendekatan yang rule-based
pada kebjjakan perdagangan fingkat nasional. Kedua, Transparansi
menyediakan segala informasi yang berguna bagi pelaku ekonomi sehingga
mereka dapat memaksimalkan kesempatan yang ada. Ketiga, Transparansi
membantu pengawasan atau monitoring kepatuhan terbadap aturan sistem
perdagangan multilateral. Melalui cara ini diharapkan dapat mencegah

33 Bossche, loc. cit.

* Dijani, op. cit., hal. 3.
 pbid.

3 Oemar, loc. cit.

7 Bossche, foc. cit.

* Ibid.

3 Qemar, loc. cit.
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terjadinya sengketa antara negara Angpgota. Keempat, transparansi
merupakan alat yang penting untuk meningkatkan persaingan yang adil
melalui ketersediaan dan akses informasi sehingga mereka berada starting
point yang sama dalam berkompetisi. Sebaliknya, jika ada pelaku ekonomi
yang memiliki previledge atas ketersediaan informasi maka praktik seperti ini
dapat merusak kompetisi di pasar.,*

3.1.2 Liberalisasi sesnai Ketentuan GATS

GATS merupakan persetujuan multilateral pertama yang mengatur mengenai
perdagangan jasa yang merupakan hasil negosiasi Putaran Uruguay mulai Tahun
1986 sampai dengan Tahun 1993.*' Secara spesifik, kegiatan perdagangan
internasional di bidang jasa perbankan tersebut diatur dalam GATS yang merupakan
Annex 1B dari Persetyjuan Pembentukan WTO.

Tujuan dasar dari GATS adalah membuat suatu kerangka kerja (framework)
untuk liberalisasi perdagangan jasa yang dicapai melalui negosiasi-negosiasi
komitmen untuk menyecsuaikan peraturan-peraturan dalam negeri negara-negara, 2
Sama halnya dengan GATT, GATS bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
seluruh mitra dagang (frading partners) dan pembangunan negara-negara
berkembang (developing couniries) dengan memperluas perdagangan jasé yang
dicapai dengan menerapkan aturan-aturan GATT dengan beberapa penyesuaian yang
diperlukan sesuai dengan karakteristik atau sifat tertenfu dari jasa *

Pada dasamya GATS menerapkan aturan-aturan dasar yang berlaku dalam
perdagangan barang yang telah disesuaikan dengan karakteristik jasa sebapai obyek
perdagangan dan cara-cara (modes) bagaimana terjadinya perdagangan jasa. Hal ini

sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

* Banny R. Ramadhani, “Prinsip Transparansi dalam Perdagangan Jasa: Kedudukan, Peran
dan Penerapar,” {ndonesia dan WT(G 5 (2008), hal. 30 mengutip dari Sekretariat WTO.

" WTO (n), Persetujuan Bidang Jasa {General Agreement on Trade in Services/GATS],
diterjemahkan oleh Darianto Harsono, er al., (Jakarta: Direktorat Perdagangan dan Perindustrian
Multilateral Ditjen Multilateral Ekcnomi, Keuangan dan Pembangunan Depariemen Luar Negeri Rl,
2004), hal. 1.

2 International Trade Centre UNCTAD/WTO and Commonweailth Secretariat, Business
Guide to The Urugnay Round, (Geneva: International Trade Centre UNCTAD/WTC dan
Commonwealth Secretariat, 1996), p. 13.

3 International Trade Centre UNCTAD/WTO and Commonwealth Secretariat, op. cit.,
p. 262.
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General Agreement on Trade in Services (GATS), which has been negotiated
in the Uruguay Round, applies the basic rules on trade in goods to frade in
services. However, the rules have been suitably modified to take into account
the differences between goods and services and the four modes in which
international trade in services takes place.®*

Dalam subbab ini dibahas mengenai beberapa konsep, prinsip dasar dan
ketentuan lainnya dalam GATS yang terkait dengan liberalisasi perdagangan jasa
keuangan, khususnya jasa perbankan, antara lain yaitu: karakteristtk perdagangan
jasa, ruang lingkup, prinsip-prinsip dasar (termasuk pengecualiannya), komitmen,
dan kewajiban dalam GATS.
3.1.2.1 Karakteristik Perdagangan Jasa

Pengertian jasa mencakup kegiatan ckonomi secara luas.*® Kegiatan ekonomi
dalam hal ini mencakup dua belas sektor yaitu jasa-jasa: bisnis(business), termasuk
profesional dan komputer (profession and computer), komunikasi (communication
services), konstruksi dan teknik (consiruction and enginecring), distribusi
(distribution), edukasi (education), lingkungan (environment), kevangan (finance) —
[asuransi dan perbankan (insurance and banking)], kesehatan (health), turisme dan
perjalanan (fourism dan travel), rekreasi; budaya dan olahraga (recreation, culture,
and sports), transportasi (fransportation) dan jasa lainnya.*®

Tidak seperti barang yang tangible, visible dan dapat disimpan, jasa bersifat
intangible, invisible dan tidak dapat disimpan.” Namun demikian, beberapa jasa
bersifat visible seperti laporan konsultan yang dituangkan dalam disket atau dapat
disimpan seperti felephone answering system.*®
Mengingat sifatnya yang intangible, perlindungan terhadap industri jasa

dilakukan terutama oleh peraturan perundang-undangan dalam negen atas investasi

“ Ibid,, p. 255.

3 tbid, p. 257.
 Ibid.,

7 Ibid,, p. 257-258.
8 Ibid,, p. 257.
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asing langsung dan keikutsertaan penyedia jasa asing dalam industri dalam negeri

dengan melarang penyedia jasa asing (seperti bank atau perusahaan asuransi) untuk

melakukan investasi atau mendirikan suatu kantor cabang yang diperlukan untuk
pemasokan jasa tersebut.*

Berdasarkan ketentuan pengecualian prinsip NT (ron-application of the NT
principle), peraturan perundang-undangan dapat diterapkan kepada penyedia-
penyedia jasa secara diskriminasi sehingga dimungkinkan untuk memberikan
perlakuan yang kurang menguntungkan kepada penyedia jasa asing dibandingkan
perlakuan yang diberikan kepada penyedia jasa dalam negeri.”” Selain itu, perlakuan
yang tidak sama juga dapat diberikan kepada penyedia jasa dari negara yang berbeda
sesuai ketentuan pengecualian prinsip MEN (wor-application of the MFN
princi;:u’e).51
3.1.2.2 Ruang Lingkup GATS

Dalam ketentuan GATS, ruang lingkup jasa (services) diatur dalam Article I
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan GATS berlaku untuk seluruh tindakan negara anggota yang
berdampak terhadap perdagangan jasa> Tindakan negara anggota dalam hal
ini GATS adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pihak-pihak
yang berwenang di tingkat pu:sat, regional atau daerah; dan lembaga
nonpemerintah yang melaksanakan kewenangan pemerintah atau pihak-pthak
berwenang di tingkat pusat, regional maupun daerah.”

b. Perdagangan jasa dalam hal ini adalah pemasokan jasa yang dilakukan melalui
empat moda pemasokan (modes of supply) sebagai berikut:

(a) from the territory of one Member into the territory of any other Member,
(b) in the territory of one Member to the service consumer of any other
Member;

® Ibid., p. 260.

*® ibid.

*V Ibid.

2 WTO (o), GATS, Article  para. 1.
2 Ibid., Article [ para. 3 (a).
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(c) by a service supplier of one Member, through commercial presence in

the territory of any other Member;

(d) by a service supplier of one Member, through presence of natural

persons of a Member in the territory of any other Member.>*

c.  Setiap negara anggota harus mengambil tindakan-tindakan yang memadai dan
dapat dilakukan untuk menjamin ditaatinya ketentuan GATS oleh pemerintah
dan pihak-pihak yang berwenang di tingkat regional dan daerah serta oleh
lembaga-lembaga nonpemerintah di wilayahnya.>® Ketentuan ini ialah untuk
memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmen dalam ketentuan
GATS.*

d. Jasa yang diatur dalam GATS mencakup seturuh jasa di semua sektor, kecuali
jasa yang dipasok untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan, yaitu setiap jasa
yang dipasok bukan untuk tujuan komersial maupun persaingan dengan satu
atau lebih pemasok jasa.”’

Dari uraian mengenai cara pemasokan jasa tersebut, dapat dilithat bahwa cara
pemasokan jasa yang pertama ialah pemasokan jasa dari wilayah suatu negara
anggota ke negara anggota lainnya. Dalam hal ini perdagangan jasa dapat terjadi
ketika jasa dipasok dari suatu negara ke negara lain yang dikenal dengan sebagai
perdagangan jasa lintas batas atau “cross border supply”.ss Namun demikian, tidak
seperti perdagangan barang, tidak terjadi perpindahan lintas negara baik yang
dilakukan oleh konsumen maupun yang dilakukan oleh penyedia jasa. Sebagai

contoh yakni jasa di bidang telekomunikasi, keuangan dan profesional.

_ Cara pemasokan jasa yang kedua ialah pemasokan jasa dalam wilayah suatu

negara anggota untuk konsumen jasa dari negara anggota lain. Dalam hal ini

perdagangan jasa terjadi ketika jasa dipasok untuk konsumen yang datang dari luar

4 Ibid., Article 1 para. 2.

% Ibid., Article I para, 3.

5 tbid.

3 Ibid., Article [ para. 3 (b) dan {(c).

*® Economic Commission for Europe United Nations, Services in Transition Economies,
(Geneva: United Naticns Publications, 2001), p. 17.
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negeri yang dikenal sebagai “comsumption abroad”?® Sesuai cara ini, terjadi
perpindahan konsumen secara fisik ke wilayah negara lain namun penyedia jasa tidak
berpindah. Sebagai contoh yakni turisme, pendidikan dan transportasi di luar negeri.

Cara pemasokan yang ketiga ialah pemasokan jasa yang dilakukan oleh
pemasok jasa di suatu negara anggota, dengan mendirikan kegiatan usaha di negara
anggota lainnya. Dalam hal ini, perdagangan jasa terjadi ketika jasa diberikan oleh
penyedia jasa yang merupakan badan usaha dari suatu negara yang didirikan di
negara lain yang dikenal sebagai “commercial presence”.%® Sesuai cara ini, lembaga
penyedia jasa berpindah ke wilayah negara lain sedangkan konsumen tidak
berpindah. Sebagai contoh yakni berbagai jenis investasi langsung (foreign direct
investment), terutama jasa perdagangan eceran (refail) dan keuangan (financial).

Cara pemasokan jasa yang Keempat ialah pemasokan jasa yang dilakukan
oleh individu pemasck jasa dari suatu negara anggota di dalam wilayah negara
angpota lainnya. dalam hal ini, perdagangan jasa terjadi ketika jasa disediakan oleh
warga negara dari negara lain yang dikenal sebagai “presence of natural persons”.'
Menurut cara ini, individu penyedia jasa berpindah ke wilayah npegara lain untuk
memberikan jasanya kepada konsumen di luar negeri. Sebagai contoh yakni jasa
konsultansi dan bisnis lainnya yang memerlukan spesialisasi keahlian yang tinggi
dan individu pcnycdianya.62

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cara (mode) terjadinya
perdagangan jasa dipengaruhi oleh sifat jasa (service) yang intangible and invisible.®®
Perdagangan jasa terjadi melalui empat cara pemasokan jasa (mode of supply), yaitu
cross border supply, consumption abroad, commercial presence dan presence of

natural persons.

* Ibid.

® fbid.

! Ibid.

% Ibid. mengutip dari WTO Secretariat, An Iniroduction to the GATS, (1999).
9 Ibid., p. 12.
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3.1.2.3 Prinsip-prinsip Dasar GATS

Prinsip-prinsip dasar liberalisasi perdagangan jasa yang diaout GATS yakni
MFN, NT, fransparency, special and differential (S&D), progressive liberalization
dan rule based.®* Selain itu, terdapat prinsip-prinsip dasar lainnya dalam ketentuan
GATS, antara lain yaitu peraturan dalam negeri (domestic regulation), pengakuan
(recognition), pembayaran dan transfer (payments and transfers) dan akses pasar
(market akses). Namun demikian, prinsip-prinsip dasar GATS yang diuraikan dalam
tesis ini yakni MFN, NT, transparansi (fransparency), (domestic regulation),
pembayaran dan transfer (payments and transfers), akses pasar (marke! akses) dan
liberalisasi bertahap (progressive liberalization). Penjelasan mepgenai prinsip-
prinsip tersebut ialah sebagaimana uraian berikut ini.
a. MFN

Prinsip MFN menghendaki bahwa “With respect to any measure covered by
this agreement, each member shall accord immediately and unconditionally to
services and service suppliers of any other Member treatment no less favourable
than that it accords o like services and service suppliers of any other country.”®
Dengan demikian sesunai prinsip ini perlakvan yang diberikan terhadap produk dan
pemasok jasa dan suatu negara tidak boleh kurang menguntungkan daripada
perlakuan yang diberikan terhadap produk dan pemasok jasa dart negara lain, dimana
perlakuan tersebut harus diberikan segera dan tanpa syarat.®®

Sehubungan dengan penerapan kewajiban perlakuan MFN ini, terdapat tiga
faktor yang perlu diuji untuk dapat menentukan apakah svatu tindakan melanggar
kewajiban perlakuan MFN sebagaimana diatur dalam Article Il paragraph 1 GATS,
yaitu yang terkait dengan tindakan-tindakan yang termasuk dalam GATS (measures
covered by GATS), jasa-jasa dan penyedia-penyedia jasa yang sejenis {like services
and service suppliers) dan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan (treatment

® International Trade Centre UNCTAD/WTQ and Commonwealth Secretariat, op. cit., hal.
59 dan 66.

5 WTQ (o), ap. cir, article II para. 1.
% Oemar, op. cif, hal. 117.
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no less _)‘?:lfv'ouraaﬁu’e).67 Penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut ialah sebagaimana
uraian berikut ini.

1) Tindakan yang Tercakup dalam GATS (Measures Covered by GATS)

Dalam hal ini, penerapan kewajiban perlakuan MFN berlaku terhadap
tindakan-tindakan (megsures) yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan
ketentuan GATS. Tindakan yang tercakup dalam GATS ada dua kategori tindakan,
yaitu tindakan yang dilakukan negara anggota WTO (a measure by a member) dan
tindakan yang mempengaruhi perdagangan di sektor jasa (@ measure aﬂécﬁng trade
in services).®® Suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara anggota WTO tidak
terbatas pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pejabat-
pejabat pemerintah pusat, pamun termasuk juga tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah-pemerintah dan  pejabat-pejabat setempat dan di daerah daerah.®
Tindakar yang dilakukan oleh suatu negara anggota WTO dapat berupa hukum atau
undang-undang (law), peraturan (regulation), aturan (rule), prosedur (procedure),
keputusan (decision) atau tindakan administratif (eadministrative action), atau bentuk
lainnya.”® Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh suatu negara anggota
WTOQ dapat berupa baik hukum atan undang-undang yang dibuat oleh parlemen
nasional maupun keputusan pejabat pemerintah atau aturan-aturan yang diadopsi
oleh lembaga-lembaga profesional."1

Di sisi lain, konsep mengenai “a measure affecting the ifrade in services”
adalah sebagaimana dijelaskan oleh dppellate Body dalam kasus “Canada — Autos,”
dimana Appeliate Body mengemukakan bahwa terdapat dua faktor penting yang
harus diuji untuk menentukan apakah suatu tindakan mempengaruhi perdagangan di
sektor jasa, yaitu apakah terdapat perdegangan jasa (frade in services) sebagaimana
dimaksud dalam Article 1 paragraph 2 GATS dan apakah tindakan yang diduga

 Bossche, ap. cit, p. 336-341.

S Ibid, p. 336.

 WTO (o), op. cit., Article 111 para. 3 (a).
" Ibid., Article XXVIII (a).

7 Bossche, loc. cit.
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mempengaruhi perdagangan di sektor jasa (the measure at issue affects trade in
services) tersebut termasuk dalam pengertian Article I paragraph 1 GATS.”
Sehubungan dengan batasan frade in services tersebut, dalam ketentuan GATS
tidak terdapat aturan mengenai definisi ‘service’. Namun demikian, dalam ketentuan
Article 1 paragraph 3 (b) GATS dinyatakan bahwa “any service in any sector except
services supplied in the exercise of governmental authority””
cakupan jasa dalam GATS meliputi seluruh jasa di semua sektor, tidak termasuk

jasa-jasa yang digunakan uvntuk keperluan pemerintahan. Disamping itu, dalam

Dengan demikian,

GATS diatur mengenai definisi trade in services sebagai berikut:

For the purposes of this Agreement, trade in services is defined as the supply
of a service:

(a) jrom the territory of one Member into the territory of any other Member,

(b) in the territory of one Member to the service consumer of amy other
Member;

(c) by a service supplier of one Member, through commercial presence in
the territory of any other Member,

(d) by a service supplier of one Member, through presence of natural
persons of a Member in the territory of any other Member."

Dengan demikian, sesuai ketentuan GATS, frade in services didefinisikan sangat
Iuas, yaitu sebagai pemasokan jasa melalui empat cara (modes of supply)
sebagaimana diatur dalam Article I paragraph 2 GATS tersebut.

Terkait dengan batasan mengenai tfindakan yang diduga mempengaruhi
perdagangan di sektor jasa, tindakan yang mempengaruhi perdagangan jasa dalam
hal ini tidak hanya terbatas pada tindakan yang mengatur atau terkait dengan
perdagangan jasa saja. Tindakan-tindakan yang mengatur atau terkait bidang lainnya
juga termasuk atau dianggap sebagai tindakan yang mempengaruhi perdagangan jasa
sepanjang tindakan tersebut mengakibatkan berubahnya iklim persaingan atau

kompetisi dalam pemasokan jasa (supply of a service). Beberapa contoh tindakan

2 [bid., p. 337.
= WTO (o), ep. cit., Article I para. 3 (b).
 Ibid., Article 1 para. 2.
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(measures) disebutkan dalam ketentuan GATS. Contoh tindakan tersebut yaitu
tindakan-tindakan yang berkaitan dengan:

(i) the purchase, payment or use of a service;

(1) the access to and use of, in connection with the supply of a service,
services which are required by those Members to be offered to the public
generally;

(iii) the presence, including commercial presence, of persons of a Member for
.. . 5
the supply of a service in the territory of another Member.

2) Jasa-jasa dan Penyedia-penyedia Jasa yang Sejenis (Like Services and
Service Suppliers)

Dalam hal ini, penerapan kewajtban perlakuan MFN dilakukan untuk jasa-
jasa (services) atau penyedia-penyedia jasa (service suppiiers) yang sejenis schingga
1asa-jasa (services) atau penyedia-penyedia jasa (service suppliers) yang tidak sejenis
dapat diperlakukan berbeda.”® Definisi jasa tidak diatur dalam GATS, namun GATS
hanya mengatur bahwa yang temmasuk services ialah seluruh jasa di semua sektor
kecuali jasa-jasa yang dipasok untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan.”’ Dj
sisi lain, GATS mendefinisikan “service supplier” sebagai “any persor that supplies
a service.”® Dengan demikian, termasuk dalam pengertian ini ialah orang-
perorangan/pribadi kodrati (ratural persons), badan hukum (legal persons) dan
penyedia-penyedia jasa yang memberikan jasanya dalam bentuk kehadiran komersial
(commercial presence), seperti kantor cabang (branch office) atau kantor perwakilan
(representative ojj"z‘ce)."19

Mengingat GATS tidak mengatur mengenai definisi “like services” dan “like
service suppliers”, penentuan kriteria “like services” dan “like service suppliers”

harus didasarkan pada faktor-faktor yang relevan, antara lain yaitu karakteristik jasa

B Ibid, Article XXVIII (c).
* Bossche, op. cit., p-340.
7 GATS, op. cit., Article I para. 3 (c).
™ Ibid, Article XXVIII (g).

" Bossche, loc. cit.
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atau penyedia jasa, klasifikasi dan deskripsi jasa menurut sistem the United Nations
Central Product Classification (untuk selanjutnya disebut “CPC”) serta kebiasaaan-
kebiasaan dan kecenderungan konsumen jasa dan penyedia jasa.3 Selain itu, dua
penyedia jasa yang memasok suatu jasa yang sejenis (a [ike service) tidak harus
merupakan penyedia-penyedia jasa yang sejenis (like service suppliers) schingga
faktor-faktor besarnya perusahaan, aset, penggunaan teknologi serta sifat dan luasnya
usaha harus dipertimbangkan.®'
3) Perlakuan Tidak Kurang Menguntungkan (Treatment No Less Favourable)

Penerapan kewajiban perlakuan MFN adalah pemberian perlakuan terhadap
jasa-jasa dan penyedia-penyedia jasa dari suatu negara yang tidak kurang
menguntungkan jika dibandingkan dengan perlakuan terhadap jasa-jasa dan
penyedia-penyedia jasa dari negara lainnya.

Walaupun GATS tidak mengatur mengenai pengertian “freatment no less
Javourable, ” namun dalam GATS terdapat ketentuan yang dapat dipedomani dalam
menepntukan “freatment no less javourable” yaitu sebagaimana ketentuan yang
menyatakan bahwa “Formally identical or formally different ireatment shall be
considered to be less favourable if it modifies the conditions of competition in favour
of services or service suppliers of the Member compared fto the like services or
service suppliers of any other Member.™® Dengar demikian, tindakan (measures)
atau perlakukan (freafment) yang dapat dikategorikan sebagai “less favourable™ ialah
apabila tindakan yang dilakukan atau perlakvan yang diberikan mengakibatkan
berubahnya iklim kompetisi atau persaingan dalam perdagangan jasa.

b. Prinsip NT

Kewajiban NT di bidang perdagangan jasa diatur dalam Article XVII

paragraph 1 GATS. Prinsip NT menghendaki bahwa:

In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and
qualifications set out therein, each Member shall accord to services and

% 1bid.
* 1bid.
2 WTQ (o), op. cit., Article XVII para. 3.
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service suppliers of any other Member, in respect of all measures affecting
the supply of services, freatment no less favourable than that it accords to its
own like services and service suplliers.®

Dengan demikian, setiap negara anggota harus membernkan perlakuan yang tidak
kurang menguntungkan terhadap jasa-jasa dan penyedia-penyedia jasa dari negara
angpota lainnya, yang tercantum dalam schedule of commirments dan sesuai
persyaratan dan kualifikasi di dalamnya, dibandingkan dengan perlakuan terhadap
jasa-jasa dan penyedia-penyedia jasa sejenis di dalam neger.**

Penerapan kewajiban NT dalam perdagangan jasa tidak seluas penerapan N'T
dalam perdagangan barang, dimana penerapan kewajiban NT dilakukan wunfuk
seluruh perdagangan, tetapi hanya berlaku sepanjang suatu negara anggota WTO
telah secara tegas berkomitmen untuk memberikan NT sehubungan dengan sektor-
sektor jasa tertentu sebagaimana tertuang dalam schedule of specific commitinents
yang dibuat oleh negara anggota WTO tersebut.**

Disamping itu, tiga faktor yang harus diperhatikan dalam penerapan prinsip
MFN harus diperhatikan juga dalam penentuan apakah suvatu tindakan melanggar
kewajiban NT. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor yang berkaitan dengan tindakan
suatu negara anggota yang berpengaruh terhadap perdagangan jasa, fike services atau
Iike service supplier dan freatment no less favourable.®® Penjelasan faktor-faktor
tersebut ialah sebagaimana uraian berikut im.

1} Tindakan Suatu Negara Anggota yang Berpengaruh terhadap Perdagangan
Jasa

Kewajiban NT berlaku terhadap tindakan negara anggota yang menjadi ruang

lingkup pengaturan GATS. Dalam hal ini, sebagaimana dalam penerapan prinsip

" Ibid., article XV para. 1.
¥ Oemar, op. cit., hal. 118.
* Bossche, op. cit., p. 39.

% Ibid., p. 393.
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MFN, terdapat dua kategori tindakan yang tercakup dalam GATS, yaitu a measure
by a member dan a measure affecting trade in services.”’

A measure by a member tidak terbatas pada tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh pemerintah pusat dan pejabat-pejabat pemerintzh pusat, namun
termasuk juga tindakan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah dan pejabat-
pejabat setempat dan di daerah-daerah.*® Tindakan yang dilakukan oleh suatu negara
anggota tersebut dapat berupa baik hukum atau undang-undang yang dibuat oleh
parlemen nasional maupun keputusan pejabat pemerintah atau aturan-aturan yang
diadopsi oleh lembaga-lembaga profesional * Batasan konsep mengenai “a measure
affecting the trade in services” adalah sebagaimana dijelaskan oleh Appellate Body
dalam kasus “Canada — Autos,” dimana terdapat dua faktor penting yang harus diuji
guna menentukan berpengaruh atau tidaknya suatu tindakan terhadap perdagangan
jasa, yaitu apakah terdapat perdagangan jasa (frade in services) sesuai ketentuan
Article 1 paragraph 2 GATS dan apakah tindakan yang diduga mempengaruhi
perdagangan jasa (the measure at issue affecis Irade in services) tersebut termasuk
dalam pengertian Article I paragraph 1 GATS.®

Dalam ketentuan GATS tidak terdapat aturan meﬁgena.i definisi ‘service’.
Namun sesuai ketentuan Article I paragraph 3 (b) GATS, cakupan jasa dalam GATS
meliputi seluruh jasa di semua sektor, tidak termasuk jasa-jasa yang digunakan untul
keperluan pemerintahan. Disamping itu, GATS mengatur bahwa frade in services
didefinisikan sebagai pemasckan jasa melalui empat cara (modes of supply)
sebagaimana diatur dalam Article | paragraph 2 GATS. Tindakan yang
mempengaruhi perdagangan jasa dalam hal ini mencakup tindakan-tindakan yang
mengatur atau terkait bidang lainnya sepanjang tfindakan tersebut mengakibatkan
berubahnya iklim persaingan atau kompetisi dalam pemasokan jasa (supply of a
service) sebagaimana dicontohkan dalam ketentuan Article XXVII (c) GATS.

¥ Ibid., p. 336.
¥ GATS, op. cit., Article 1lI para. 3 (a).
* Bossche, loc. cit.

P Ibid., p. 337.
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2) Like Services atau Like Service Supplier

Prinsip NT diterapkan terhadap jasa-jasa dan penyedia-penyedia jasa yang
sejenis. Definisi jasa tidak diatur dalam GATS, namun dalam ketentuan Arficle 1
paragraph 3 (c) GATS diatur bahwa yang termasuk services ialah seluruh jasa di
semua sektor kecuali jasa-jasa yang dipasok untuk kepentingan pelaksanaan
pemerintahan. Sesuai Article XXVII (g) GATS, service supplier” didefinisikan
sebagai any person that supplies a service. Termasuk dalam pengertian ini ialah
orang-perorangan/pribadi kodrati (rratural persons), subyek hukum (legal persons)
dan penyedia-penyedia jasa yang memberikan jasanya dalam bentuk kehadiran
komersial (commercial presence), seperti kantor cabang (branch office) atau kantor
perwakilan (representative office).”!

Mengingat hampir tidak terdapat kasus hukum yang relevan dengan
penjelasan pengertian fikeness sesuai ketentuan Articel XVII GATS maka penentuan
likeness untuk services dan service suppliers dalam hal ini, sama halnya dengan
penerapan prinsip MFN, juga harus didasarkan pada faktor-faktor yang relevan,
antara lain yaitu karakteristik jasa atau penyedia jasa, klasifikasi dan deskripsi jasa
menurut sistem CPC dan kebiasaaan-kebiasaan dan kecenderungan konsumen jasa
dan penyedia jasa.“"'2

Selain itw, sesuai ketentuan Arficle XVI GATS, dua penyedia jasa yang
memasok suatu jasa yang sejenis (a like service) tidak harus merupakan penyedia-
penyedia yang sejenis (like service suppliers) sehingga faktor-faktor besamnya
perusahaan, aset, penggunaan teknologi serta sifat dan luasnya usaha harus
dipertimbangkan.”

3) Treatment No Less Favourable

Penerapan kewajiban NT merupakan penerapan perlakukan terhadap jasa-jasa
dan penyedia jasa dari luar negeri yang tidak kurang menpguntungkan jika
dibandingkan dengan jasa-jasa dan penyedia jasa dari dalam neperi. Persyaratan

treatment no less favourable sebagaimana dimaksud pada ketentuan Article XVII

*C Ibid., p. 340.
%2 1bid.
» 1bid.
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paragraph 1 GATS dijelaskan dalam ketentuan GATS yang menyatakan bahwa “4
Member may meet the requirement of paragraph 1 by according to services and
service suppliers of any other Members, either formally indentical freatment or
Jormally different treatment to that it accords to its own like services and service
suppliers.”

Kemudian, persyaratan frearment no less favourable tersebut dijelaskan lebih
lanjut dalam ketentuan GATS yang menyebutkan bahwa “Formally identical or
Jormaily different treatment shall be considered to be less favourable if it modifies
the conditions of competition in favour of services or service suppliers of the Member
compared to like services or service suppliers of any other Member.”®* Dalam hal
ini, suatu negara anggoia yang memberikan perlakuan yang secara formal sama
terhadap jasa atau penyedia jasa asing dan domestik dapat melanggar kewajiban NT
apabila pemberian perlakuan yang- secara formal sama tersebut mengubah iklim
persaingan atau kompetisi yang menguntungkan jasa atau penyedia jasa domestik *®
c.  Transparansi 7ransparency

Prinsip transparansi mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat krusial
dalam perdagangan internasional di sektor jasa karena terkait dengan hambatan
perdagangan, dimana hambatan dalam perdagangan jasa terdapat dalam regulasi
domestik (domestic regulation).”” Tklim perdagangan yang kondusif dapat tercipta
dari adanya transparansi peraturan atau regulasi di dalam megeri. Hal ini karena,
dengan adanya transparansi regulasi tersebut, informasi terbuka tanpa hambatan
sehingga iklim perdagangan menjadi dapat diprediksi (predictable). Pentingnya
prinsip tranparansi dalam perdagangan jasa tersebut tertuang dalam konsideran

GATS sebagai berikut:

Wishing to establish a multilateral framework of principles and rules for
trade in services with a view fo the expansion of such trade under conditions
of transperancy and progressive liberalization and as a means of promoting

H WTO (0), op. cit., Article XVII para. 2.
 Ibid., Article XV para. 3.

% Bossche, ap. cit., p. 395.

*7 Ramadhani, loc. cit., hal. 28.
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the economic growth of all trading partners and the development of
developing countries.”

Berdasarkan konsideran tersebut, GATS menghendaki pembentukan kerangka kerja
prinsip-prinsip dan aturan-aturan multilateral untuk perdagangan jasa guna
memperluas perdagangan melalui transparansi dan liberalisasi yang progresif, serta
sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seluruh mitra dagang dan
pembangunan negara-negara berkembang,. _
Dalam GATS, prinsip tranparansi diatur dalam Article III. Ketentuan Article
III GATS ini mengatur prinsip transparansi secara khusus, sebagat berikut:

Each member shall publish promtly and, except in emergency situations, at
the latest by the time of their entry into force, all relevant measures of general
application which pertain to or affect the operation of this Agreement.
International agreements pertaining fo or affecting trade in services to which
a Member is a signatory shall also be pub!ished.gg

Ketentuan ini mengharuskan setiap negara anggota untuk segera
mempublikasikan seluruh peraturan yang terkait atau mempengaruhi pelaksanaan
GATS paling Jambat pada saat peraturan tersebut diberlakukan. Namun demikian,
kewajiban ini tidak berlaku apabila dalam keadaan darurat. Disamping itu,
pefjanjian-perjanjian  intemasional yang terkait atau berpengaruh terhadap
perdagangan jasa dimana suatu negara anggota menjadi pihak di dalamnya juga
harus dipublikasikan.

Datam hal publikasi tersebut tidak dapat dilakukan, maka informasi mengenai
peraturan tersebut harus tersedia dan dapat diakses oleh publik, sebagaimana
ketentuan yang menyatakan bahwa “Where publication as referred to in paragraph 1
»100

is not practicable, such information shall be made otherwise publicly available.

Disamping itu, setiap negara anggota harus segera dan sekurang-kurang setiap tahun

# WTO (o), op. cit., preambule para. 2.
® Ibid., Article I1T para. 1.
"% fbid., Article T para. 2.
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menginformasikan setiap peraturan perundang-undangan atau prosedur administrasi
baru atau perubabannya yang berpengaruh secara signifikan terhadap perdagangan
jasa sebagaimana tercantum dalam komitmen spesifik kepada Dewan Perdagangan
Jasa (the Council for Trade in Services). Hal ini tertuang dalam ketentuan yang
menyatakan bahwa “Each Member shall promily and at least annually inform the
Council for Trade in Services of the introduction of any new, or any changes (o
existing, laws, regulations or administrative guidelines which significantly affect
trade in services covered by its specific commitments under this Agreement. ™
Selain itu, prinsip transparansi juga mengharuskan setiap negara anggota
untuk mendirikan paling sedikit satu pusat informasi (enquiry poinf) untuk
menyediakan informasi spesifik bagi negara anggota lainnya terkait dengan berbagai
permasalahan dan hal-hal yang harus dinorifikasikan sesuai ketentuan Article IH
paragraph 3 GATS. Kewajiban pendirian enquiry point terfuang dalam ketentuan

sebagai berikut:

Each Member shall respond promiply lo all requests by any other Member
Jor specific information on any of its measures of general application or
international agreements within the meaning of paragraph 1. Each Member
shall also establish one or more enguiry points fo provide specific
information to other Members, upon request, on all such matters as well as
those subject fo the notification requirement in paragraph 3. Such inquiry
poinis shall be established within two years from the date of entry into force
of the Agreement Establishing the WIO (referred to in this Agreement as the
“WTQ Agreement”). Appropriate flexibility with respect to the time-limit
within which such enquiry points are to be established may be agreed upor
for individual developing couniry Members. Enquiry points need nof be
depositories of laws and regulations.*”

Di sisi lain, setiap negara angpota dapat melaporkan setiap tindakan
(measure) yang dilakukan oleh negara anggota lainnya yang mempengaruhi
pelaksanaan GATS kepada the Council for Trade sebagaimana ketentuan yang
menyatakan bahwa “Any Member may notify to the Council for Trade in Services any

19 1hid., Article TIT para. 3.
%2 1bid. Aricle Il para. 4.
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measure, taken by any other Member, which it considers affects the operation of this
agreement.”'® Tindakan (measure) dalam hat ini dapat berupa peraturan, keputusan,
pedoman pelaksanaan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik di tingkat
pusat maupun di tingkat daerah.'®

Selain diatur dalam ketentuan Article Il GATS, prinsip transparansi juga
tertuang dalam ketentuan GATS lainnya, yaitu Article V sampai dengan IX.'%

d. Peraturan Domestik (Domestic Regulation)

Ketentuan mengenai peraturan domestik diatur dalam Arficle VI GATS.
Prinsip ini menghendaki bahwa peraturan domestik yang dibuat pada sektor-sektor
dimana komitmen liberalisasi telah dicantumkan dalam komitmen spesifik harus
masuk akal, obyektif dan fidak memihak.'% Disamping itu, pemerintah barus
mempunyai mekanisme yang dapat menilai kebijakan administratif yang dibuatnya
yang berpengaruh terhadap sekfor jasa, sebagai contoh yakni suatu fribunal.'®’ Hal
ini diatur dalam ketentuan Article V1 paragraph 2 (a) GATS. Namun demikian,
ketentuan tersebut dikecualikan jika berfentangan dengan konstitusi atau sistem
hukum negara yang bersangkutan.!® Selain itu, lembaga yang berwenang negara
angpota harus memberikan izin dalam jangka waktu yang memadai apabila
pemasokan jasa yang telah dicantumkan dalam komitmen spesifik dipersyaratkan
untuk memperoleh perizinan,'®

Aturan-aturan yang dibuat oleh negara anggota harus memenuli persyaratan,
antara lain:

1) Didasarkan atas kriteria yang obyektif dan transparan, seperti kompetensi

dan kemampuan untuk memaspk jasa.

' fbid., Article TIT para. 5.

1% Ramadhani, foc. cit., hal. 31.

195 Ipid., hal. 29.

1% WTO (0), op. cit., Article VI para. 1.

97 Djani, op. cit., hal. 27.

198 WTO {0), op. cit., Article VI para. 2 (b).
'S Ibid,, Article VI para. 3.
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2) Tidak lebih memberatkan daripada yang seharusnya diperlukan untuk
menjamin kualitas pemasokan fasa.

3) Prosedur perizinan bukan merupakan hambatan bagi kegiatan pemasokan

jasa.10

GATS juga mengatur bahwa negara anggota tidak diperbolehkan menerapkan

persyaratan lisensi dan kualifikasi standar teknis yang tidak sesuvai dengan kriteria

yang obyektif dan transparan atau ketentuan standar kualitas yang berlebihan

sehingga dapat menghapuskan atau mengurangi spesifik komitmen yang telah

dibuat::lya_“I

dilakukan pengkajian apakah standar-standar internasional yang ditetapkan oleh
112

Untuk memastikan kepatuhan negara anggota dalam hal ini harus

organisasi-organisasi internasional yang terkait diberlakukan oleh negara anggota.
e.  Pengakuan (Recognition)

Prinsip pengakuan yang diterapkan dalam perdagangan jasa diatur dalam
ketentuan Article VII GATS. GATS mendorong negara-negara anggota unfuk
mengadakan pengaturan secara bilateral atau plurilateral terkait pemberian
pengakuan (recogmition) atas kualifikasi yang diperlukan untuk pemberan
perizinan.'? Sistem pengakuan tersebut harus terbuka untuk aksesi negara anggota
lain sepanjang negara-negara tersebut dapat menunjukkan bahwa standar negaranya

setara.' 14

Selain itu, pengakuan terhadap kualifikasi negara lain tidak diperbolehkan
diskriminatif dan mengandung hambatan terselubung, sebagaimana dinyatakan
dalam ketentuan GATS yang menyatakan “A Member shall not accord recognition in
a manner which would constitute a means of discrimination between countries in the
application of its standards or criteria for authorization, licensing or certification of

. . o - . . llS e
services suppliers, or a disguised resiriction on trade in service””~ Tindakan

110 1pid , Article TV.
Y 1pid , Article VI para. 5 (a).
"2 1bid., Article VI para. 5 (b).

'3 Tniernatiopal Trade Centre UNCTAD/WTQ and Commonwealth Secrctariat, op. cit.,
p. 266.

Y4 1bid.
'S WTO (0), op. cit., Article VLI para. 3.
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pengakuan tersebut harus diinformasikan kepada Dewan Perdagangan Jasa (the
Council for Trade in Services)."'®

Prinsip pengakuan ini perlu diterapkan mengingat penyedia jasa, baik
perorangan maupun perusahaan, harus mempunyai sertifikat, lisensi atau perizinan
lainnya yang diperlukan untuk menjalankan usaha, dimana persyaratan yang
mengatur kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sering seringkali berbeda
antara satu negara dengan negara lainnya sehingga sulit untuk dipenuhi oleh
penycdjajasa.m
f.  Akses Pasar (Market Access)

Pepgaturan akses pasar (market access) terdapat dalam ketentuan Article XVI
GATS. Berdasarkan prinsip ini, negara anggota harus memberikan perlakuan
terhadap jasa atau penyedia jasa dari negara anggota lain yang tidak kurang
menguntungkan dari yang telah ditetapkan sesuai ketentuan, batasan dan persyaratan

dalam schedule of commitment.®

Disamping itu, Sepanjang tidak diatur berbeda
dalam schedule of commitmen, negara anggota tidak diperbolehkan mempertahankan
atau memberlakukan, baik secara sebagian wilayah atau secara nasional, tindakan
atau kebijakan yang terkait hal-hal sebagai berikut: _

1) Batasan kepemilikan maksimal oleh asing, sebagai contoh batasan
persentase maksimal atas kepemilikan saham oleh asing atau nilai total
investasi asing secara individual dan keseluruhan.

2) Batasan pendinan beberapa jenis perwakilan setempat.

3) Batasan mengenai jumlah total kegiatan jasa (service operation) atau
kuantitas produk jasa (service oufput) secara total.

4) Batasan mengenai jumlah total personil yang dipekerjakan pada sektor jasa
tertentu.

5) Hambatan atas kemampuan penyedia-penyedia jasa untuk menentukan

bentuk usaha yang ingin dijalankan, seperti: perusahaan atau kemitraan.

€ 1pid, Article VI para. 4.
17 International Trade Centre UNCTAD/WTQ and Commonwealth Secretariat, loc. cit.
" WTO (o), op. cit., Article XVI para. 1.
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6) Batasan mengenai jumlah keselurvhan penyedia jasa yang diizinkan
beroperasi di pasar karena adanya sistem kuota atau monopoli.'"’

GATS memberikan gambaran bahwa komitmen untuk meliberalisasi akses
pasar (market access) terutama dilakukan dengan melakukan penyesuaian peraturan
perundang-undangan domestik yang ditujukan bagi peningkatan akses pasar untuk
produk-produk dan penyedia-penyedia jasa melalui empat moda pemasokan jasa.'?®
g.  Liberalisasi Bertahap (Progressive Liberalization)

Prinsip liberalisasi bertahap diatur dalam Ariicle XIX GATS. Berdasarkan
prinsip ini, liberalisasi perdagamgan jasa dilakukan secara bertahap melalui
negosiasi.'””' GATS memberikan gambaran suatu proses negosiasi dalam WTO untuk
meliberalisasi perdagangan di sektor-sektor tertentu yang berlangsung secara terus-
menerus.'> GATS juga mengatur bahwa putaran negosiasi yang baru harus sudah
dimulai paling lambat lima tahun sejak berlakunya Persetujuan WTO, yaitu 1 Januari
1995.'2 Disamping itu, tujuan kepentingan nasional dan tingkat pembangunan di
masing-masing negara anggota, baik secara keseluruhan atau pada sektor-sektor
tertentu, harus dipertimbangkan dalam proses liberalisasi, dimana proses liberalisasi
secara bertahap harus terus dikembangkan dalam setiap perundingan, baik bilateral,
plurilateral maupun mulfilateral, dan diupayakan untuk meningkatkan komitmen
spesifik negara anggota '

Dengan demikian pembatasan-pembatasan atas berlakumya ketentuan WTO
dapat dilakukan oleh suatu negara, sebagai contoh batasan kepemilikan asing atas

suatu bank lokal yang oleh Indonesia hanya diizinkan maksimum sebesar 49%.'%

" Ibid, Article XVI para. 2.

120 International Trade Centre UNCTAD/WTQO and Commonwealth Secretariat, op. cit.,
p. 267.

12l Dian Ediana Rae (b), “Pengantar GATT, WTO dan TRIPS,” dalam Transaksi
Perdagangan Internasional, dicdit oleh Emmy Yuhassarie dan Tri Hammowo, cet.2, (Jakarta: Pusat
Pengkajian Hukum, 2005), hal. 24.

12 Interpational Trade Centre UNCTAD/WTO and Commonwealth Secretariat, foc. cir.,
p. 267.

123 WTO (0), ap. cit., Article XTX para. 1.
128 Ibid, Article XTX para. 2 dan 4.
12 Rae (b), op. cit., hal. 25.
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3.1.2.4 Pengecualian Prinsip-prinsip Dasar GATS
a.  Pengecualian Prinsip MFN

GATS memperbolehkan negara anggota untuk mencantumkan dalam
schedule pengecnalian penerapan kewajiban perlakuan MFN.'*® Pengecualian
terhadap penerapan prinsip MFN diatur dalam beberapa ketentuan GATS, yaitu
Article 11 paragraph 2, Article 11 paragraph 3, Article V paragraph 1-4, Article V
bis dan Article X11I paragraph 1.

Pengecualian kewajiban perlakukan MFN yang pertama yakni bahwa suatu
negara anggota dapat melakukan tindakan (measures) yang tidak sesuai dengan
ketentuan Article 11 paragraph 1 GATS, yaitu tidak melaksanakan atan menerapkan
kewajiban perlakukan MFN, apabila tindakan (measures) tersebut dicantumkan
dalam schedule dan memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Anrnex on
Article 11  GATS yang mengatur mengenai pengecualian-pengecualian
(exemptions)."*’ Pengecualian-pengecualian tersebut terutama berkaitan dengan
transportasi (transportation), khususnya tranportasi laut (maritime), komunikasi
{communications), kebanyakan audivisual, keuangan (financial) dan jasa-jasa
business {business services).'"® Pengecualian yang kedua, yakni negara anggota
diperbolehkan memberikan keuntungan kepada negara yang berbatasan dalam
rangka memfasilitasi perdagangan jasa yang terbatas pada daerah perbatasan dimana
produk jasa tersebut diproduksi dan dikonsumsi di daerah perbatasan tersebut.'”® Hal
ini tercermin dari ketentuan GATS yang menyatakan bahwa “The provisions of this
Agreement shall not be so construed as to prevent any Member from conferring or
according advantages lo adjacent countries in order to facilitate exchanges limited
to conliguous frontier zones of services that are both locally produced and

consumed.”°

"% Bossche, op. cit., p. 342.

27 WTO (o), op. cit., Aricle 11 para. 2.
'% Bossche, op. cit., p. 100.
' Oemar, loc. cit.

% WTO (o), op. cit., Article II para. 3.
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Disamping itu, penerapan prinsip MFN juga dikecualikan dari negara-negara
anggota yang tergabung dalam persetujuan integrasi ekonomi sebagaimana
dinyatakan dalam ketentuan Article V paragraph 1-4 GATS. Menurut ketentuan ini,
negara-negara tersebut diperbolehkan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap
negara yang tidak tergabung dalam persetujuan integrasi ekonomi tersebut sepanjang
persetujuan integrasi ekonomi tersebut mencakup sekfor yang luas, ditujukan untuk
menghapus diskriminasi di antara negara anggotanya dan tidak menimbulkan
hambatan yang lebih besar bagi negara non anggota persetujuan integrasi ekonomi
tersebut dibandingkan sebelum persetujuan integrasi ekonomi tersebut dibentuk.'*!

Selain itu, ketentuan Article V bis GATS mengatur pengecualian penerapan
prinsip MFN yang berhubungan dengan adanya perjanjian integrasi pasar tenaga
kega (Labour Markets Integration Agreements). Ketentuan ini memperbolehkan
negara-negara anggota yang tergabung dalam persetujuan integrasi pasar tenaga kerja
untuk menerapkan perlakuan yang berbeda terhadap negara nonanggota persetujuan
integrasi pasar tenaga kerja tersebut sepanjang warga negara dari anggota perjanjian
dikecualikan dari persyaratan izin tinggal dan izin bekerja serta persetujuan tersebut
diberitahukan kepada the Council for Trade in Service. 132

Pengecualian lainnya terhadap pemberlakuan prinsip MFN adalah terkait
dengan pengadaan jasa oleh lembaga-lembaga pemenntah (governmental
procurement) sebagaimana diatur dalam Ariicle XM paragraph 1 GATS. Kewajiban
perlaknan MFN tidak berlaku untuk undang-undang, peraturan-peraturan dan
persyaratan-persyaratan yang mengatur pengadaan jasa yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga pemerintah untuk kebutuhan pemerintah sendini dan tidak untuk
tujuan komersil.

b. Pengecualian Prinsip NT

Disamping mengatur mengenai pengecualian terhadap prinsip MFN, dalam
GATS juga diatur mengenat pengecualian terhadap penerapan prinsip NT
sebagaimana tertuang dalam ketentuan Arficle XII1.1 GATS. Berdasarkan ketentuan

! Oemar, op. cit, hal. 119.
2 fbid.
3 Ibid., hal. 120.

Liberalisasi commercial presence ..., Juliani Mukti AsMnifersitag jgdonesia



63

ini, sama halnya dengan pengecualian terhadap prinsip MFN, kewajiban NT tidak
berlaku untuk undang-undang, peraturan-peraturan dan persyaratan-persyaratan yang
mengatur pengadaan jasa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk
kebutuhan pemerintah sendiri dan tidak uotuk tujuan komersil.'**
3.12.5 Komitmen dalam GATS
Dalam GATS, pengaturan yang terkait dengan komitmen-komitmen spesifik
(specific commitments) terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenat
akses pasar (market access), NT dan komitmen tambahan (additional commitments)
sebagaimana tertuang dalam Article XVI, Article XV dan Article XVIII GATS.
Komitmen-komitmen spesifik tersebut dituangkan dalam schedule of commitment
(untuk selanjutnya disebut “SoC”).m SoC, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari GATS,'? berisi daftar komitmen yang disusun oleh masing-masing
negara anggota yang bersifat spesifik untuk tiap-tiap negara (country specific)
mengenai liberalisasi yang dilakukan oleh masing-masing negara :;ll'lggn:)t.a.l?"jr Dalam
SoC terdapat penjelasan mengenai sektor dan transaksi yang dibuka oleh masing-
masing negara untuk pihak asing serta pembatasan akses pasar (marke! access) dan
NT vang ada, termasuk komitmen tambahan (additional commitments) apabila
ada. 13
Tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan akses pasar dan NT
sebagaimana diatur dalam Ariicle XVI dan Article XVIE GATS harus dicantumkan
dalam SoC."*® Informasi atau keterangan yang harus disebutkan dalam SoC, terkait
sektor-sektor yang dicantumkan, yaitu: pengertian atau definisi, pembatasan dan
persyaratan akses pasar; persyaratan dan kualifikasi NT; pengaturan tertentu yang
terkait dengan komilmen tambahan; jangka waktu pelaksanaan komitmen jika

D1 1bid.

3 WTO (o), op. cit., Article XX para. 1.
13 Jbid., Article XX para. 3.

17 Rae (a), op. cit., hal. 59 dan 60.

"3 Ibid.

" WTO (o), op. cit., Article XX para. 2.
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memungkinkan dan tanggal mulai berlakunya komitmen."*® Di sisi lain, tindakan-
tindakan yang tidak harus dicantumkan dalam SoC, antara lain: ketentuan-ketentuan
domestik yang tidak diskriminatif namun mengganggu arus perdagangan jasa,
pelarangan penjualan senjata atau hal-hal sejenis yang termasuk ke dalam pengaturan
Ariicle XIV GATS, dan tindakan-tindakan guna menjaga stabilitas dan integritas jasa
keuangan seperti perbankan. '

Komitmen-komitmen negara anggota yang dicantumkan dalamm SoC
dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu komitmen horizontal (horizonial
commitmen!) dan komitmen sektoral (sectoral commitment), dengan penjelasan
sebagai berikut:.

a.  Horizontal Commitment

Horizontal commifment merupakan pembatasan yang berlaku bagi seluruh
sektor yang tercantum dalam SoC. Horizontal SoC bemnsi pesyaratan bagi tiap-tiap
negara yang menyetujui GATS, yaitu terkait persyaratan badan hukum yang dapat
didirikan, ketentuan pajak, pergerakan manusia dan sektor-sektor yang akan
dikomitmenkan.'*

b.  Sectoral Commitment

Secforal commitment merupakan komitmen yang dibuat oleh negara angpota
sesuai masing-masing sektor sebagaimana tercantum dalam SoC yang melengkapi
horizontal commitment. Sectoral SoC merupakan jadwal yang memuat komitmen
spesifik sesuai masing-masing bidang jasa. Sektor-sektor yang telah diben komitmen
untuk diliberalisasi oleh negara anggota dan seberapa tingkat liberalisasinya dapat
dilihat dalam SoC ini.'*® Batasan yang dicantumkan dalam sectoral SoC merupakan
batasan yang berkaitan dengan karakteristik kegiatan jasa dan cara-cara atau

pemasokan jasa (modes of supply).'**

W10 (o), op. cit., Article XX para. 1.
! WTO (n), hal. 18.

42 Rae (), loc. cit.

3 Ramadhani, /oc. cit., hal. 29.

% International Trade Centre UNVTAD/WTO and Commonweaith Secretariat, op. cif.,
p- 278.
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3.1.2.6 Tingkat Komitmen dalam SoC

Tingkatan komitmen dalam SoC yang diberlakukan bagi pembatasan akses
pasar dan NT tersebut dikelompokkan menjadi none, unbound, bound dan spesifik,
dimana masing-masing kelompok tersebut mempunyai tingkat pengikatan yang
berbeda-beda sebagai berikut:

a.  “None” “no restriction”, mengandung pengertian bahwa tidak ada batasan bagi
pemasok asing dalam menawarkan jasanya atau secara teknis tidak
memungkinkan.

b. “Bound”, mengandung pengertian bahwa suatu negara menyatakan dirinya
terikat dengan komitmen yang diberikan.

¢. “Unbound” atau “no commitment”, mengandung pengertian bahwa suatu
negara menyatakan dinnya tidak terikat untuk svatu jenmis transaksi yang
diberikan.

d. “Pembatasan spesifik”, mengandung pengertian bahwa pembatasan yang
dicantumkan secara khusus di dalam horizontal measures, general conditions
atau pun di setiap transaksi yang ditawarkan.'**

3.1.2.7 Kewajiban dalam GATS

Kewajiban dalam GATS yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota

WTO meliputi ketentuan-ketentuan dalam GATS termasuk baik selurubh annex
maupun komitmen spesifik yang terdapat dalam jadwal nasional (national schedule)
masing-masing negara anggota. Secara garis besar, kewajiban dalam GATS tersebut
dikelompokkan menjadi kewajiban umum tanpa syarat (unconditional general
obligation) dan kewajiban umum bersayarat (condifional general obligation). Namun
demikian, dalam beberapa hal, baik kewsajiban umum tanpa syarat maupun
kewajiban umum bersyarat terkandung dalam arficle yang sama, seperti ketentuan
atau article yang mengatur mengenai peraturan domestik dan monopoli."*®

a.  Unconditional General Obligation

Unconditional general obligation atau kewajiban umum tanpa syarat

merupakan kewajiban dalam GATS yang harus dipenuhi oleh setiap negara anggota

5 Rae (a), op. cit,, hal. 60-61.
Y6 WTO (n), op. cit., hal 9-12.
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tanpa melihat ada atau tidaknya suatu komitmen spesifik (specific commitment).*"

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan kewajiban ini meliputi
ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Article 1L, Article 1M, Arficle V1
paragraph 2, Article VIII paragraph 1, Article IX dan Article XV paragraph 2
GATS, yaitu yang mengatur mengenai MFN, transparannsi, ketersediaan prosedur
hukum, monopoli, konsultasi terkait praktek-praktek bisnis serta konsultasi terkait
subsidi yang mempengaruhi perdagangan jasa.'*®
b.  Conditional General Obligation

Conditional general obligation kewajiban umum bersyarat merupakan
kewajiban dalam GATS yang barus dipenuhi oleh negara anggota sesuai dengan
sektor-sektor yang menjadi komitmen negara anggota sebagaimana tercantum dalam
SoC negara anggota.!”® Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan
kewajiban in1 meliputi ketentuan-ketenfuan sebagaimana diatur dalam Ariicle VI,
Article VIII dan Article XI GATS, yaitu ketentuan yang mengatur mengenai
peraturan domestik (domestic regulation), monopoli serta pembayaran dan transfer.

3.2 Liberalisasi secara Unilateral

Liberalisasi dapat didefinisikan sebagai “Liberalization can rhus be
undersiood as a process introducing greater markef opennes and a compelitive
market environment. ..."° Apabila melihat definisi ini, dapat disimputkan bahwa
liberalisasi perbankan di Imdonesia sudah dimulai jauh sebelum diratifikasinya
Persetujuan Pembentukan WTO, yakni dimulai sejak berlakunya UU No. 14 Tahun
1967 yang membuka kesempatan bagi kehadiran komersial (commercial presence)
bank asing di Indonesia dengan membuka cabang bank asing yang sudah ada di luar

negeri atau mendirikan bank campuran dengan bank nasional. Namun demikian

Y7 1pid, hal. 9.
%3 1bid, hal. 11.
3 1hid , hal. 11 dan 12.

5% Markus Krajewski, National Regulation and Trade Liberalization in Services: The Legal
Impact of the General Agreement on Trade in Services (GATS) on National Regulatory Autonomy,
(The Netherlands: Kluwer Law Intermational, 2003), p. 5.
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pembahasan dalam bab ini difokuskan pada beberapa peraturan yang terkait dengan
liberalisasi commercial presence perbankan yang berlaku saat ini.

Secara unilateral, liberalisasi commercial presence perbankan di Indonesia
diatur dalam beberapa produk peraturan perundang-undangan, baik dalam undang-
undang, peraturan maupun surat keputusan. Pengaturan ini dilakukan dalam rangka
menyelaraskan peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan
Persetujuan Pembentukan WTO dan perjanjian-perjanjian terkait [iberalisasi
perdagangan jasa di sektor perbankan yang merupakan lampirannya dan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari Persefujuan Pembentukan WTQ. Penyelarasan
peraturan perundang-undangan ini secara tegas diamanatkan dalam Persetujuan
Pembentukan Article XVI paragraph 4 WTO dan Article VI paragraph 1 GATS
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku saat ini terkait dengan pengaturan
mengenai liberalisasi perbankan, khususnya commercial presence, antara lain yaitu
undang-undang yang terkait dengan ratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO dan
pengaturan commercial presence perbankan, peraturar Pemerintah dan peraturan
Bank Indonesia yang terkait dengan pengaturan commercial presence perbankan.

3.2.1 Undang-undang

Undang-undang yang menjadi landasan hukum liberalisasi commercial
presence perbankan di Indonesia yang terkait dengan commercial presence yakni
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing
the World Trade Organization (Perselujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia, UU No. 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
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3.2.1.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia) -

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya datam tesis ini,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing
the World Trade Organization (Persetuyjuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia) [untuk selanjutmya disebut “UU No. 7 Tahun 1994”] merupakan undang-
undang yang menpesabkan atau meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO,
termasuk seluruh lampirannya yakni Lampiran 1 sampai dengan 3.

Pengesahan atau rafifikasi Persetujuan Pembentukan WTO dengan penerbitan
UU No. 7 Tahun 1994 sesuai dengan ketentuan Perubahan Keempat Undang-Undang
Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut “UUD 1945”). Dalam UUD 1945 dinyatakan
bahwa keteniuan lebih lanjut yang mengatur mengenai perjanjian internasional diatur
dengan undang-undang. !

Pengesahan atau ratifikasi tersebut merupakan proses adopsi khusus (specific
adoption) oleh hukum nasional atau inkorporasi khusus ke dalam hukum nasional.
Proses adopsi khusus atau inkorporasi khusus tersebut periu dilakukan karena, sesuai
dengan teori kaum positivist, katdah-kaidah hukum intermasional tidak dapat secara
langsung diberlakukan didalam lingkungan nasional.'”? Hal ini karena hukum
internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang sangat berbeda dan
terpisah secara struktural, dimana sistem hukum internasional hanya dapat
menyinggung sistem hukum nasionmal apabila sistem hukum nasional
memperkenankan perangkat konstitusinya dipakai untuk tujuan tersebut.'*?

Disamping itu, terkait dengan kaidah-kaidah traktat, Persetujuan
Pembentukan WTO yang merupakan traktat ditransformasikan ke dalam hukum
nasional Indonesia sebagal pemenuhan baik syarat formal maupun substantif agar

kaedah-kaedah yang terkandung dalam Persetujuan Pembentukan WTO sah berlaku

*! Indonesia (a), Perubahan Keempat Undang-Undang Desar 1945, Ps. 11 ayat (3).

"1 1.G. Starke, Penganiar Hukum Internasional 1 [Introduction to International Law],
diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadija, ed. 10, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, Mei 2001),
hal. 101.

153 1bid.
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secara luas, yaitu berlaku bagi masyarakat Indonesia.”® Hal ini karena hukum
internasional  bersifat konsensual sedangkan hukum nasional bersifat
nonkonsensual.'"”® Selain itu, teori transformasi didasarkan adanya perbedaan
mendasar antara traktat-traktat yang bersifat janji-janji (promises) dengan dan
perundang-undangan nasional yang bersifat perintah (commands).'*® Oleh karena itu,
proses transformasi dari Persetujuan Pembentukan WTO yang bersifat janji-janji
(promises) ke dalam perundang-undangan nasional yang bersifat perintah
(commands) pertu dilakukan secara formal dan secara substantif.'>’

Dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1994 maka pada prinsipnya Persetujuan
Pembentukan WTO mengikat Indonesia secara nasional sehingga negara dan seluruh
rakyat Indonesia terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam
Persetujuan Pembentukan WTO beserta seluruh perjanjian dan instrumen hukum
yang terkait dengan Persetujuan Pembentukan WTQ, termasuk di dalamnya GATS
yang mengatur liberalisasi perdagangan jasa, termasuk jasa perbankan.

Dalam UU No. 7 Tahun 1994 dijelaskan antara lain mengenai perundingan
Putaran Uruguay. Di antara pokok-pokok yang disetujui dalam perundingan tersebut
yang dijelaskan dalam UU No. 7 Tahun 1994, termasuk di dalamnya ialah bidang
jasa yang menjadi dasar pelaksanaan dan pengaturan liberalisasi commercial
presence perbankan di Indonesia.
3.2.1.2 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dinbzh dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan

Sehubungan dengan liberalisasi commercial presence perbankan, undang-
undang perbankan Indonesia yang saat ini berlaku, yakni UU No. 7 Tahun 1992
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk

'3% Ibid., hal 101-102.
V3 1bid., hal. 102.

1% 1bid.

157 Ibid.
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selanjutnya disebut “UU No. 10 Tahun 1998”), mengatur mengenai bentuk-bentuk
commercial presence perbankan yang dapat dilakukan di Indonesia.

Dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10
Tahun 1998 tidak dikenal istilah bank asing. Istilah yang digunakan ialah bank yang
berkedudukan di luar negen, yang diartikan sebagai bank yang didirikan berdasarkan
hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri sehingga bank tersebut tunduk pada
hukum di tempat bank tersebut didirikan.'*®

UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun
1998 mengatur bahwa bank yang berkedudukan di lvar negeri dapat membuka kantor
cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan di Indonesia dengan izin
Pimpinan Bank Indonesia'*® Hal-hal yang menjadi perhatian dalam pemberian izin
ini yakni tingkat kesehatan bank, tingkat kejenvhan jumlah kantor bank dalam suatu
wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.'® Pengaturan ini
merupakan ketentuan baru yang dituangkan dalam UU No. 10 Tahun 1998. Semula,
sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992, pemberian izin pembukaan kantor-
kantor terscbut merupakan kewenangan dari Menten Keuangan setelah
mendengarkan pertimbangan Bank Indonesia. Kantor cabang dan kantor perwakilan
bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut mermpunyai bentuk hukum sesuai
dengan bentuk hukum kantor pusatnya.'®!

Di sisi lain, untuk pembukaan kantor di bawah kantor cabang permbamtu oleh
bank yang berkedudukan di luar negeri tidak memerlukan izin dari pimpinan Bank
Indonesia tetapi hanya diwajibkan melaporkannya kepada Bank Indonesia.'® Kantor
di bawah kantor cabang dalam hal ini antara lain yakni kantor cabang pembantu,

5 Indonesia (b), Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, UU
No. 10 tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, penjelasan Ps. 20 ayat {1).

159 tbid., Ps. 20 ayat (1).
2 Ibid penjelasan Ps. 20 ayat (1).

18! Indonesia (c), Undang-Undang Perbanican, UU No. 7 tahun 1992, LN No. 31 Tahun
1992, TLN No. 3472, Ps. 10 ayat (2) dan penjelasan Ps. 21 ayat (3).

162 rbid., Ps. 10 ayat (2) dan penjelasan Ps. 20 ayat (2).
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kantor kas, tempat pembayaran (payment points), kas mobil dan anjungan tunai
mandiri (ATM).'

UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun
1998 tidak mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang,
kantor cabang pembantu dan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank’
yang berkedudukan di luar negeri. Pengaturan mengenai hal ini diatur dalam
peraturan Pemerintah.

Disamping ite, dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 10 Tahun 1998 memperbolehkan WNA mendirikan bank umum
bersama-sama dengan WNI atau badan hukum Indonesia secara kemitraan'®*
Ketentuan ini merupakan ketentuan baru sebagaimana diatur dalam UU No. 10
Tahun 1998. Sesuai ketentvan sebelumnya, yakni UU No. 7 Tahun 1992, badan
hukum Indonesia yang dapat mendirikan bank secara kemitraan dengan pihak asing
hanya badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh WNI atau badan
hukumn Indomesia.'®® Disamping itu, pihak asing yang dapat menjadi mitra ialah
hanya bank yang berkedudukan di luar negeri, sedangkan WNA tidak diperkenankan
menjadi mitra dalam bank yang didirikan secara kemitraan tersebut.'® Bentuk
pendirian bank secara kemitraan imi merupakan bentuk usaha yang yang lazimnya
dikenal sebagai usaha patungan (join! venture) dan bank yang terbentuk lazim
dikenal sebagai bank campuran (join? venture bank).

Sehubungan dengan pendirian bank secara kemitraan i, UU No. 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut “UU No. 25 Tahun
2007”) mengatur bahwa, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, badan
hukumn entuk badan usaha dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia hanya
diperbolehkan dalam bentuk PT.'®” Penanaman modal dalam bentuk PT tersebut

'®* Indonesia (b), op. cit., penjelasan Ps. 18 ayat (3).
™ Ibid., Ps. 22 ayat (1) huruf b.

1% Indonesia (c), op. cit., Ps. 22.

1% Ihid,

7 Indonesia (d), Undang-Undang Penanaman Modal, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67
Tahur 2007, TLN No. 4724, Ps. 5 ayat (2).
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dapat dilakukan dengan cara mengambil bagian sabam pada saat pendirian PT,
membeli saham dan melakukan cara lain sesvai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.'® Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendirian bank
oleh pihak asing dengan cara kemitraan dengan WNI atau badan hukum Indonesia
hanya dapat dilakukan datam bentuk badan hukum PT.

Persyaratan mengenai pendirian bank yang didirikan secara kemitraan
tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan pokok-pokok ketentuan antara lain
yakni jenis; prosedur dan ruang lingkup pemeriksaan, jangka waktu dan pelaporan
hasil pemeriksaan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. '

Selain itu, UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.
16 Tahun 1998 mengatur bahwa WNA atau badan hukum asing diperbolehkan untuk
membeli saham bank umum secara langsung atau melalui bursa efek.'” Kepemilikan
pihak asing dengan cara ini merupakan bentuk akuisisi. Akuisisi adalah
pengambilalihban kepemilikan suatu bank vang mengakibatkan beralihnya
pengendalian tethadap bank.”'’' Dengan demikian, terbuka kesempatan yang Inas
bagi berbagai pihak, termasuk pihak asing, untuk memiliki bank wmum di

172 K etentuan ini merupakan ketentuan baru. Semula, sebagaimana diatur

Indonesia.
dalam UU Ne. 7 Tahun 1992, WNA atau badan hukam asing dapat membeli saham
bank umum di Indonesia hanya melalui bursa efek di Indonesia.'” Ketentnan
pelaksanaan mengenai pembelian saham oleh pihak asing ini diatur dalam peraturan
pemerintah, dimana pokok-pokok ketentuan yang harus diatur antara lain mengenai
persyaratan kepemilikan saham, termasuk kondisi keuangan calon pemilik bank serta

dokumen yang harus dipenuhi.'”

18 Ibid., Ps. 5 ayat (3)
16? Indonesia (b), op. cit., Ps. 22 ayat {2) jo. penjelasannya.
0 ibid., Ps. 26 ayat (2).

"' Bank Tndoncsia (a), Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Persyaratan dan Tata
Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, Kep Dir BI No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999,
Ps. 1 huruf d.

' Indonesia (b), op. cit., Ps. 26 ayat (2).
'3 Indonesia (c), op. cit., Ps. 26 ayat (2) jo. ayat (1).
1" Indonesia (b), op. cit., Ps. 26 ayat (3).
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UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun
1998 juga mengatur bahwa bank umum dapat berbentuk badan hukum PT, koperasi
atau perusahaan daerah.'”” Ketentuan ini merupakan ketentuan baru yang diatur
dalam UU No. 10 Tahun 1998. Semula, sesuai UU No. 7 Tahun 1992 terdapat empat
bentuk badan hukum yakni, disamping ketiga bentuk hukum tersebut, perusahaan
perseroan. '

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun
1998, kepemilikan asing dalam pendirian bank umum dalam bentuk kemitraan
dengan WNI atau badan hukum Indonesia terbatas pada WNA saja, tidak termasuk
kepemilikan oleh badan hukum asing. Namun demikian, memperhatikan penjelasan
Pasal 22 ayat (1) huruf b, kepemilikan asing dalam hal ini termasuk kepemilikan oleh
badan hukum asing. Dengan demikian terdapat kekurangsinkronan antara pengaturan
kepemilikan asing dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b dengan
penjelasanannya

UU No. 7 Tahun 1992 mengatur kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh
bank umum. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum sesuai ketentuan
Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1992 merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank
komersial.!”” Di sisi lain, terdapat kegiatan usaha yang dilarang untuk dilakukan oleh
bank umum sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 antara lain yakni usaha

178

perasuransian dan kegiatan sebagail penjamin emisi efek (umderwriter).”” Kegiatan

sebagai underwriter obligasi perusahaan-perusahaan atau pemerintah merupakan
kegiatan usaha yang difokuskan dalam bank investasi (investment bank).!”
Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU

No. 10 Tahun 1998 sebagaimana telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

Y5 1bid , Ps. 21 ayat (1).

176

Indonesia (c), op. cir., Ps. 21 ayat (1).

177 Zulkarpain Sitompul, “World Trade Organization, International Monetary Fund dan
Perubahan  Sistem  Perbankan,™  hitp://zulsitompul.files. wordpress.com/2007/06/wio-imf-dan-
liberalisasi-perbankan_artikel.pdf, diunduh 31 Maret 2010,

178

Indonesia (c), op. cit., Ps. 10 ayat (2) dan penjelasan Ps.10 huruf c.

1" paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan
[{nternational Economics], diterjemahkan oleh Faisal H. Basri, ed. 5 (PT Indeks Kelompok
GRAMEDIA, 2005), hal. 410.
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kehadiran atau keberadaan komersial (commercial presence) perbankan di Indonesia
dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni melalui pendirian bank umum secara
kemitraan dengan WNI atau badan hukum Indonesia, akuisisi atau pembelian saham
bank lokal dan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu atau kantor
perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri.
3.2.1.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2004 tentang Perubaban atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia untuk selanjutnya disebut “UU No. 23 Tahun 1999} dan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia untuk selanjutnya disebut “UU No. 3 Tahun 2004>)
yang terkait dengan liberalisasi commercial presence perbankan antara [ain yakni
ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tujuan dan tugas Bank Indonesia yang
khususnya di bidang pengaturan dan pengawasan bank. Ketentuan-ketentuan tersebut
antara lain diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 huruf ¢, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.
Sesuai UU No. 3 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3
Tahun 2004, Bank Indonesia bertujuan mencapai dan memelihara kestabjlan nilai
rupiah dengan melaksanakan kebijakan moneter secera berkelanjutan, konsisten dan
transparan serta mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang
perekonomian.'®® Guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut,
salah satu tugas Bank Indonesia antara lain yakni mengatur dan mengawasi bank.'®!
Tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yakni
menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan
kegiatan usaha tertentu dari bank serta melakukan pengawasan dan mengenakan

182

sanksi terhadap bank sesuai peraturan perundang-undangan.™ Kewenangan Bank

'® Indonesia (e), Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia, UU No. 3 tahun 2004, LN No. 7 Tahun 2004, TLN Neo. 4357, Ps. 7.

9 thid., Ps. 8 hurufc.
2 1bid, Ps, 24.
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Indonesia dalam memberikan dan mencabut izin tersebut mencakup memberikan dan
mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan; penutupan dan pemindahan
kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank serta
memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha
tertentu.'® Persetujuan kepemilikan bank dalam hal ini diberikan dalam bentuk
keputusan Gubernur Bank Indonesia.'®

Disamping ifu, dalam mengatur bank, Bank Indonesia berwenang
menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang
pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Baok Indonesia.'®® Peraturan Bank
Indonesia dalam hal ini memuat pokok-pokok pengaturan antara lain mengenai
perizinan bank, kelembagaan bank (termasuk kepengurusan dan kepemilikan bank),
kegiatan uszha bank pada umumnya, merger; konsolidasi dan akuisisi bank, tata cara
pengawasan bank, sistem pelaporan kepada Bank Indonesia, pencabutan 1zin usaha,
likuvidasi dan pembubaran bentuk hukum bank '®¢ Pengaturan bank berdasarkan
prinsip kehati-hatian tersebut untuk memberikan pedoman penyelenggaraan kegiatan
usaha bank agar dapat menciptakan perbankan yang schat dan harus sesuai dengan

standar internasional.’®’

Oleh karena itu, pengaturan commercial presence perbankan
harus diarahkan untuk menciptakan perbankan yang sehat dan sesuai dengan standar
internasional. Hal ini selaras dengan prinsip domestic regulation yang diatur dalam
GATS yang antara lain menyatakan bahwa “In determining whether a Member is in
conformity with the obligation under paragraph 5 (a), account shall be taken of
internasional standards of relevant international organizations applied by
Member.”'®

Dengan demikian, tugas Bank Indonesta dalam mengatur bank, termasuk di

dalamnya pengaturan mengenai commercial presence perbankan, antara lain harus

3 Ibid., Ps. 26.

"™ Ibid., penjelasan Ps. 26 hurufc.
185 Ibid, Ps. 25.

18 Ibid., Ps. 25 ayat (2).

187

Ibid., penjelasan Ps. 25 ayat (1).
8 WTO (0), op. cit., Article VI para. 5 (b).
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dilaksanakan dengan transparan agar dapat dijadikan acuan bagi dunia usaha serta
masyarakat pada umumnya dan memperhatikan kebijakan umum pemerintah di
bidang perckonomian dengan mempertimbangkan dampak terhadap perekonomian
nasional secara keseluruhan yang dituyjukan untuk mencapat dan memelihara
kestabilan nilai rupiah.'® Kestabilan nilai rupiah sangat penting karena merupakan
faldtor pendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan
rakyat. Pengaturan commercial presence perbankan yang ditujukan untuk
kesejahteraan rakyat tersebut sesuai dengan Teori Distributive Justice yang
dikembangkan oleh Frank J. Garcia yang memaparkan mengenai keadilan dalam
perdagangan intermasional, dimana perdagamgan intermasional harus dirumuskan
untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh oleh adanya
perdagangan internasional.

Pengaturan commercial presence perbankan yang transparan sehingga dapat
dijadikan acuan baik bagi dunia usaha maupun masyarakat secara luas selaras dengan
prinsip domestic regulation yang diatur dalam GATS sebagaimana ketentuan berikurt

mni:

With a view to ensuring that measures relating to qualification requirements
and procedures, technical standards and licensing requirements do not
constitute unnecessary barriers fo trade in service, ... Such disciplines shall
aim fo ensure that such requirements are, inter alia: (a) based on objective
and Iransplvgé‘em criteria, such as compeience and the ability to supply the
service; ...

Disamping itu, pengaturan commercial presence yang memperhatikan
kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian dengan mempertimbangkan
dampak terhadap pereckonomian nasional selaras dengan prinsip progressive
liberalization yang dianut dalam GATS sebagaimana ketentuzan yang antara lain
menyatakan bahwa “The process of liberalization shall take place with due respect

for national policy objectives and the level of development of individual Members,

1% Indonesia (e), op. cit., penjelasan Ps. 7.

1% WTO (o), ap. cit., Article VI para. 4 (a).
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both overall and in individual sectors. ..”"' Hal ini juga sesuai dengan Teori

Distributive Justice yang dikembangkan oleh Frank J. Garcia sebagaimana diuraikan
di atas.

3.2.2 Peraturan

Pengaturan liberalisasi commercial presence perbankan dalam bentuk
peraturan, terdapat dalam peraturan Pemerintah dan peraturan Bank Indonesia.
Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan liberalisasi commercial
presence perbankan dimaksud yakm Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang
Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri,
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan
Akuisisi Bank dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian
Saham Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan pengaturan
liberalisasi commercial presence perbankan antara lain yakni Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum. Penjelasan mengenai
pengaturan commercial presence perbankan dalam peraturan-peraturan tersebut ialah
sebagaimana uraian berikut ini.
3.2.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata

Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor
Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan
dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (untuk selanjutnya disebut “PP No. 24
Tahun 1999”) mengatur mengenai ketentuan pokok yang terkait dengan persyaratan
dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan
kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimanatkan
dalam Pasal 20 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 10 Tahun 1998.

1 Ibid , Article XIX para. 2.
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Ketentuan-ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 1999 yang berkaitan dengan
pengaturan liberalisasi commercial presence perbankan antara lain diatur dalam
Pasal 1 sampai dengan Pasal 6. Pasal-pasal ini mengatur mengenai ketentuan umum
serta persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu
dan kanfor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri.

PP No. 24 Tahun 1999 mendefinisikan bank yang berkedudukan di luar
negeri sebagai bank yang didirikan berdasarkan hukum asing.'*? Definisi ini pada
prinsipnya sama dengan definisi yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992
sebagaimana telah divbah dengan UU No. 8 Tahun 1998.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank yang berkedudukan di luar negeri
untuk pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan
yaitu:

a. Memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia.'” Pembukaan kantor di
bawah kantor cabang pembantu dari bank yang berkedudukan di luar negeri
cukup dilaporkan kepada Bank Indonesia.'*

b. Mempunyai peringkat dap reputasi yang baik berdasarkan hasil penilaian
lembaga pemeringkat internasional terkemuka '®® Sesuai SK Dir BI No.
32/37/KEPMIR Tzhun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Car Pembukaan
Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank
yang Berkedudukan di Luar Negeri, yang dikategorikan sebagai peringkat dan
reputasi yang baik yakni predikat minimal A atau setara.

c. Memenuhi persyaratan permodalan yang besarnya ditetapkan oleh Bank

Indonesia.'”®

2 Indonesia (f), Peraturan Pemerintah Tentang Keteniuan dan Tata Cara Pembukaan
Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudikan di
Luar Negeri, PP No. 24 Tahun 1999, Ps. 1 angka 2.

92 Ibid , Ps. 2 ayat (1)..

'™ Ibid , Ps. 2 ayat (2).

195 1bid., Ps. 3 ayat (1) jo penjelasannya.
% Ibid., Ps. 6.
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d. Peringkat dan reputasi tersebut berdasarkan penilaian dari lembaga
pemeringkat internasional terkemuka, seperti Moody’s, Standard & Poor’s atau
lembaga pemeringkat internasional lainnya yang dianggap baik.'*’

Pengaturan mengenai persyaratan perizinan pembukaan kantor cabang bank yang

berkedudukan di luar negeri tersebut selaras dengan prinsip domestic regulation yang

diatur dalam Arvicle VI paragraph 7 (b) GATS sebagaimana telah diuraikan di atas,

Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan

kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri diatur lebih lanjut oleh

Bank Indonesia.'*®

Hal-hal yang dinilai oleh Bank Indonesia dalam pemberian izin pembukaan
kantor cabang, kantor cabang pembantt dan kantor perwakilan bank yang
berkedudukan di lvar negeri yaifu: tingkat kesehatan bank yang meliputi tingkat
persaingan yang sehat antar bank; tingkat kejenuhan jumlah kantor bank dalam suatu
wilayah dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional."”® Ketentuan mengenai
penilaian ini sejalan dengan Teori Disfributive Justice sebagaimana dikembangkan
oleh Frank J. Garcia, dimana perdagangan internasional harus dirumuskan untuk
melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh oleh adanya
perdagangan intemasional.

PP No. 24 Tahun melarang kantor perwakilan bank yang berkedudukan di
luar negeri melakukan kegiatan usaha perbankan di Indonesia.”"
perbankan dalam hal ini sesuai dengan kegiatan usaha bank sebagaimana diatur
dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 10 Tahun 1998.°%

Kegiatan usaha

7 Bank Indomesia (b), Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwalkilan dari Bank yang
Berkedudukan di Luar Negeri, Kep Dir Bl No. 32/37/KEP/DIR Tahun 1999, Ps. | hurufl.

% Indonesia (), op. cit., Ps. 12.
%% Ibid , Ps. 3 ayat (2).

2 Ibid, Ps. 4.

2 Ibid., penjelasan Ps, 4.
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Kantor cabang dan kantor perwakilan bank yang berkedudukan di [var negeri
mempunyai bentuk hukum sama dengan bentuk hukum kantor pusamya.?® Dalam
melakukan kegiatan usaha di Indonesia, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan
kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut tunduk pada
seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 2%
3.2.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi

dan Akuisisi Bank

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi
dan Akuisisi Bank (untuk selanjutnya disebut “PP No. 28 Tahun 1999) mengatur
mengenai pelaksanaan ketentuan pembelian saham bank umum oleh WNI, WNA,
badan hukum Indonesia dan badan hukum asing yang dimanatkan dalam Pasal 28
ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun
1998.

Pengaturan akuisisi yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 1999 mencakup
ketentuan akuisist yang berlaku untuk bank uwmum dan BPR sebagaimana dimaksud
dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah depgan UU No. 10 Tahun
1998.2* Pengaturan dalam PP No. 28 Tahun 1999 yang terkait dengan liberalisasi
commercial presence antara lain yakni ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai
cara, persyaratan dan tata cara akuisisi bank seria keberatan atas akuisist bank
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal
29 sampai dengan Pasal 37.

Dalam PP No. 28 Tahun 1999 diatur mengenai cara akuisisi bank, yakni
dengan mengambil alih seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya
pengendalian bank kepada pihak yang mengakuisisi.’”> Pengambilalihan saham bank

2% Ibid , Ps. 5 ayat (1).
* tbid , Ps. 5 ayat (2).

2™ Indonesia (g), Peraturan Pemerintah TentangMerger, Konsolidasi dan Alaiisisi Bank, PP
Ne. 28 Tahun 1999, Ps. I ayat (1).

29 1bid, Ps. 9 ayat (1).
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datam hal ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui bursa efek.”* Persyaratan

dan tata cara akuisisi yakni sebagaimana uraian berikut ini:

a. Persyaratan akuisisi bank umum
Pelaksanaan akuisisi bank harus memperoleh izin dari pimpinan Bank

Indonesia.2%” Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin akuisisi ini

antara lain yaitu:

3

2)

3)

Telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham dan bank
yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dalam hal bank bukan berbentuk
badan PT.

Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang
melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Bank yang melakukan akuisisi wajib memenuhi kefentuan mengenai
penyertaan modal oleh bank sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia.2%

b.  Tata Cara Akuisisi Bank Umum
Akuisisi bank dilakukan dengan tata cara antara lain sebagai benkut:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Penyampaian maksud akuisisi oleh pihak yang akan mengakuisisi kepada
direksi bank yang akan diakuisisi. Usulan ini harus mendapat persetujuan
dari komisaris bank yang akan diakuisisi dan yang akan mengakuisisi.
Penyusunan usulan rencana akuisisi oleh direksi bank yang akan diakuisisi.
Penyusunan rancangan akuisisi berdasarkan usulan rencana akuisisi oleh
direksi bank yang akan diakuisisi dan pihak jain yang akan mengakuisisi.
Pengumuman ringkasan rancangan akuisisi sebelum rapat umum pemegang
saham masing-masing bank oleh direkst.

Penuangan rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi yang telah disetujui
oleh rapat umum pemegang saham bank yang akan diakuisisi dan pihak
yang akan melakukan akuisisi.

Pembuatan dan penandalanganan akta akuisisi setelah diterbitkannya izin

akuisisi dari Bank Indonesia.?®’

2% rbid., Ps. 9 ayat (2).
27 Ibid., Ps. 4 ayat (1).
2% 1bid., Ps. 10.
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